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7.1. ARAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN 
LAMONGAN 

7.1.1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah 

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan adalah mewujudkan 

ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis 

pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan 

penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam. 

Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 

1) Sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) 

2) Sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan 

daerah; 

3) Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah; 



 

4) Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan, dan 

masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kabupaten. Kedudukan RTRW 

Kabupaten dalam penyelengaraan pemer intahan daerah adalah : 

a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD),Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan rencana sektoral 

lainnya; 

b. Sebagai pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang; 

c. Sebagai pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di 

daerah; 

d. Sebagai pedoman penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; 

e. Sebagai pedoman penataan ruang Kawasan Strategis; 

f. Perwujudan keserasian pembangunan antar sektor; 

g. Perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembanguan disetiap WP. 

 

7.1.2. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Berdasarkan tujuan 

penataan  ruang wilayah Kabupaten Lamongan, maka kebijakan 

penataan ruang wilayah  kabupaten meliputi: 

1. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang 

kegiatan industri dan pariwisata; 

2. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang 

kegiatan agropolitan; 

3. Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan 

dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan  wilayah; 

4. Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri 

dan pariwisata; 

5. Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian 

lingkungan sumberdaya alam dan buatan; dan 

6. Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan 

dalam jangka panjang; 

7. Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong-Paciran sebagai 

kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata, pengembangan Kawasan 



 

Babat sebagai kegiatan perdagangan skala regional dan Kawasan Ngimbang 

sebagai pengemb angan kegiatan agro-industri; 

8. Pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan memperbaiki 

ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan kawasan pantai utara Jawa 

Timur. 

 

7.1.3. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten 

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah, ditetapkan strategi 

penataan ruang wilayah kabupaten. Strategi tersebut meliputi : 

1) Strategi untuk kebijakan Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah 

utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata, meliputi: 

a. Memantapkan pusat kegiatan perkotaan sebagai bagian dari pengembangan 

Gerbangkertosusila; 

b. Menetapkan pusat kegiatan perkotaan di wilayah tengah sebagai bagian dari 

pengembangan Perkotaan Nasional yaitu Perkotaan Lamongan bagian dari 

PKN kawasan Gerbangkertosusila; dan 

c. Mengembangkan pusat pelayanan di wilayah utara untuk menunjang minat   

investasi melalui kegiatan industri dan pariwisata; 

2) Strategi untuk kebijakan Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah   

selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan, meliputi: 

a. Mengembangkan wilayah selatan sebagai kawasan agropolitan; dan 

b. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan agropolitan. 

3) Strategi untuk kebijakan pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan 

permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar 

kegiatan wilayah, meliputi : 

a) Mengembangkan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari trans utara Pulau 

Jawa sekaligus pendukung pengembangan pusat ekonomi di wilayah utara, 

pengembangan jalan arteri primer di utara dan kolektor primer sebagai 

penghubung dengan wilayah perkotaan di bagian selatan; 

b) Pengembangan jaringan transportasi wilayah selatan; 

c) Mengembangkan prasarana transportasi melalui peningkatan fungsi terminal 

tipe B di ibu kota kabupaten dan terminal tipe C di Kecamatan Paciran; 



 

d) Mengembangkan prasarana kereta api untuk menunjang penyelenggaraan 

kereta api komuter dan sistem jalur ganda (double track); dan 

e) Mengembangkan pelabuhan laut yang berorientasi terhadap kegiatan 

industri, perikanan. 

4) Strategi untuk kebijakan pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung 

kegiatan pertanian, industri dan pariwisata, meliputi: 

a. Meningkatkan penyediaan sumber daya energi untuk menunjang kebutuhan 

kegiatan industri di wilayah pantura dan kegiatan lain yang berkembang di 

Kabupaten Lamongan; 

b. Melindungi terhadap sumber air dan daerah resapan air untuk menunjang 

kegiatan pertanian, pariwisata dan industri; 

c. Mengoptimalkan bendungan sebagai bangunan pengendali dan pencegahan 

banjir; 

d. Mengembangkan menara pemancar bersama BTS (Base Transceiver Station) 

secara terpadu yang didukung oleh kerjasama antar daerah; 

e. Meningkatkan teknologi pengolahan limbah melalui pengkomposan sampah 

organik, teknologi daur ulang sampah non organik, teknologi pembakaran 

sampah dengan incinerator serta teknologi sanitary landfill dengan prinsip-

prinsip “3R” ( reduce, reuse,recycle ) serta prinsip pemulihan biaya (cost-

recovery) dalam pengelolaan sampah; dan 

f. Menyediakan air bersih sampai tingkat perdesaan dengan memanfaatkan dan 

pengolahan sumber air baku yang ada. 

g. Meningkatkan kapasitas penampungan air pada waduk –waduk pertanian 

desa. 

5) Strategi untuk kebijakan pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk  

menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan, meliputi: 

a) Mengamankan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dilakukan 

dengan mempertahankan ekosistem pantai meliputi mangrove, terumbu 

karang, rumput laut dan estuaria; 

b) Melakukan pengelolaan DAS Bengawan Solo untuk kegiatan irigasi dan air 

baku bagi masyarakat Lamongan; 



 

c) Memelihara nilai dan fungsinya cagar budaya sebagai peninggalan sejarah, 

objek penelitian dan pariwisata; 

d) Melakukan reboisasi/penghijauan di DAS Bengawan Solo sebagai 

pencegahan bencana banjir; dan 

e) Melakukan revitaslisasi kawasan sekitar pantai melalui pengembangan hutan 

mangrove dan vegetasi untuk mencegah gelombang pasang. 

6) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan budidaya dengan tetap 

menjaga   sistem keberlanjutan dalam jangka panjang, meliputi : 

a. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan dengan 

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat; 

b. Mengembangkan kawasan pertanian melalui penetapan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan; 

c. Meningkatkan produktivitas dan pemasaran perkebunan, pertanian, 

perikanan dan peternakan; 

d. Meningkatkan budidaya perikanan darat melalui pengembangan secara 

intensifikasi; 

e. Mengendalikan secara ketat penambangan pada kawasan yang 

membahayakan lingkungan; 

f. Menyediakan kawasan untuk kegiatan industri besar di pantai utara disertai 

pengolahan limbah dan penataan kawasan sekitar; 

g. Mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan home industri 

berbasis pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan; 

h. Memanfaatkan wisata alam khususnya alam laut sebagai wisata andalan; 

i. Mengembangkan wisata buatan yang menyatu dengan potensi alam 

khususnya wisata bahari dan wisata geologi; 

j. Membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata; dan 

k. Menyediakan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas 

permukiman perdesaan dan perkotaan; 

7) Strategi untuk kebijakan pengembangan kegiatan pendukung Kawasan 

Brondong-Paciran sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata, 

pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan skala regional dan 

Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan agropolitan, meliputi : 



 

a) Menyediakan tanah disertai lahan pengganti untuk pengelolaan kawasan 

sekitar pantura dalam bentuk kerjasama; 

b) Mengembangkan kegiatan ekonomi skala besar; 

c) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi; dan 

d) Menyediakan infrastruktur untuk mendorong pengembangan pelabuhan, 

pasar agrobis Babat dan kawasan agropolitan. 

8) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan pesisir dengan 

mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi 

pengembangan kawasan pantai utara Jawa Timur, meliputi : 

a. Mengembangkan pola ruang Kawasan Brondong dan Paciran sebagai 

kawasan permukiman, pelabuhan dan industri dan kawasan lindung 

sehingga tetap terjadi keseimbangan pengembangan kawasan; 

b. Melindungi ekosistem pesisir yang rentan perubahan fungsi kawasan; 

c. Meningkatkan kegiatan kepariwisataan dan penelitian; 

d. Mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir melalui kerjasama 

antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam memelihara ekosistem 

pesisir;dan 

e. Meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan bakau 

dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara 

penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan; 

f. Menjadikan kawasan lindung sebagai obyek wisata dan penelitian ekosistem 

pesisir; dan 

g. Menghindari pembukaan areal tambak baru pada hutan bakau. 

 

7.2.  ARAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMONGAN  2010 - 2015 

7.2.1. Visi 

Visi Kabupaten Lamongan adalah : 

“Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, 

Beretika dan Berdaya Saing” 

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya 

sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh 



 

stakeholder’s dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Lamongan secara 

terpadu. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang 

terkandung di dalamnya, yaitu : 

1) Terwujudnya terkandung upaya dan peran Pemerintah Daerah dalam 

mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika dan 

Berdaya Saing. 

2) Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat 

oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. 

3) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan 

sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan. 

4) Sejahtera dalam pengertian tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang 

ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat 

karena terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara umum. 

5) Berkeadilan mempunyai arti memberi dan menerima secara proporsional dan 

merata di seluruh wilayah, lapisan, dan golongan masyarakat. 

6) Beretika mengandung arti bahwa masyarakat di dalam kehidupannya telah 

dapat menghargai dan menghormati sistem nilai yang berlaku dan sekaligus 

menjadi landasan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

7) Daya saing merupakan perwujudan masyarakat yang memiliki keunggulan 

komparatif dan kompetitif, sehingga mampu bersaing secara sehat dengan 

segala potensi dan permasalahan yang dimiliki untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan tersebut tercermin 

pada kehidupan masyarakat di Kabupaten Lamongan dengan pencapaian 

kesejahteraan yang adil dan merata. 

 

7.2.2. Misi 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan 

tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa 

mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten 

Lamongan adalah sebagai berikut : 



 

1) Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat; serta menjamin 

ketersediaan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas). 

2) Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitas 

sektor-sektor andalan, dan pendayagunaan sumber daya alam. 

3) Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance), 

Menuju Pemerintahan Yang Bersih (Clean Goverment). 

4) Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman 

dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal, dan kesetaraan 

gender. 

 

7.2.3. Tujuan 

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, 

perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun 

waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk 

memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. 

Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan 

keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. 

Untuk melaksanakan Misi “Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing 

masyarakat; serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur 

dan utilitas)“, ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut : 

1) Meningkatnya kepastian ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar masyarakat 

2) Meningkatnya kemampuan ekonomi dan produktivitas andalan daerah. 

3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

4) Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman; 

serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah 

 

7.2.4. Sasaran 

Sasaran (objective) pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin 

dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Sasaran merupakan 

penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah 

yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan selama kurun waktu jangka 



 

menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan 

menurut urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah 

Pusat kepada daerah: 

Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya kepastian ketersediaan dan kualitas 

pelayanan dasar masyarakat” ditetapkan sasaran sebagai berikut: 

1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah. 

2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. 

3) Meningkatnya sarana infrastruktur daerah. 

4) Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman. 

5) Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW. 

6) Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah. 

7) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 

8) Meningkatnya penanganan persampahan. 

Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya kemampuan ekonomi dan 

produktivitas andalan daerah” ditetapkan sasaran sebagai berikut: 

1) Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

2) Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan. 

3) Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan, 

4) Meningkatnya produksi dan konsumsi ikan di masyarakat, 

5) Meningkatnya produksi sektor industri, 

6) Meningkatnya volume perdagangan, 

7) Meningkatnya Produksi Hasil Hutan yang Memperhatikan Fungsi Pelestarian 

Hutan, 

8) Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata, 

9) Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), 

10) Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja, 

11) Meningkatnya investasi di daerah, 

12) Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat, 

13) Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah, 

Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah” 

1) Meningkatnya efektifitas perencanaan Pembangunan, 



 

2) Meningkatnya penanganan pertanahan, 

3) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan, 

4) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, 

5) Meningkatnya pengelolaan BUMD, 

6) Meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan, 

7) Meningkatnya pelayanan perijinan, 

8) Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Profesional, 

9) Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, 

10) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, 

11) Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien, 

12) Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian hukum, 

13) Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu, 

14) Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan 

handal, 

15) Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa, 

16) Meningkatnya minat baca masyarakat, 

Untuk mencapai tujuan “Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang 

tenteram, tertib, dan aman; serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah” ditetapkan sasaran sebagai berikut: 

1) Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, 

2) Meningkatnya pelayanan keluarga berencana, 

3) Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial, 

4) Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah, 

5) Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga daerah, 

6) Meningkatnya suasana yang sejuk , santun dan demokratis dalam kehidupan, 

7) Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan, 

8) Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian, 

 

 

7.2.5. Kebijakan 

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan 



 

ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau 

petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan 

keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 

lima tahun kedepan adalah: 

1. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi 

“Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat; serta menjamin 

ketersediaan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas)” adalah : 

1) Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang 

pendidikan 

2) Meningkatkan pemerataan dan pelayanan kesehatan kepada seluruh 

masyarakat, terutama dengan membebaskan biaya pemeriksaan di 

puskesmas untuk penduduk miskin 

3) Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan 

4) Meningkatkan pelayanan irigasi 

5) Meningkatkan sarana dan parasarana dasar pemukiman 

6) Meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah melalui 

dokumen tata ruang dan penegakan penerapannya 

7) Meningkatkan kelancaran angkutan orang, barang dan jasa serta 

peningkatan keselamatan lalu lintas jalan 

8) Meningkatkan pembinaan atas usaha / kegiatan yang berpotensi 

mengakibatkan pencemaran pada tanah, air, dan udara. 

9) Meningkatkan penanganan sampah secara berkelanjutan dengan 

mendorong swadaya masyarakat 

2. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “Memacu 

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitas sektor-

sektor andalan, dan pendayagunaan sumber daya alam” adalah : 

1) Mengembangkan jaringan pemasaran produk pertanian 

2) Mengembangkan komoditas perkebunan, melalui kimbun (kawasan 

industri masyarakat perkebunan) 



 

3) Meningkatkan wilayah pengembangan sentra-sentra produksi dan populasi 

peternakan serta didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana 

produksi peternakan 

4) Meningkatkan produksi perikanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi 

terhadap perairan umum, kolam, laut dan tambak 

5) Mengembangkan industri kecil dan menengah 

6) Mengembangkan sistem pemasaran produk unggulan/andalan 

7) Optimalisasi pemanfaatan hutan dan lahan serta pengembangan 

tanamannya secara berkelanjutan 

8) Mengembangkan produk-produk wisata dan meningkatkan promosi 

9) Revitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi melalui pembinaan intensif 

10) Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kualitas dan produktivitas 

tenaga kerja 

11) Meningkatkan investasi di daerah melalui instrumentasi prosedur 

pelayanan investasi serta pengembangan kawasan industri dan 

infrastruktur 

12) Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan dan 

sumber karbohidrat dan sumber protein. 

13) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pendapatan di bidang energi 

dan sumber daya mineral daerah. 

3. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi 

“Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance), 

Menuju Pemerintahan Yang Bersih (Clean Goverment)” adalah : 

1) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan 

2) Meningkatkan pengelolaan pertanahan 

3) Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan 

4) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih 

5) Mendokumentasi- kan, mengembang kan dan menyebar luaskan informasi 

hasil-hasil pembangunan 

6) Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan pengelolaan arsip 

daerah 

7) Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi (TI). 



 

8) Menjadikan perpustakaan sebagai sarana penambah pengetahuan. 

4. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi 

“Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman 

dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal, dan kesetaraan 

gender” adalah : 

1) Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui 

pemberdayaan pada lembaga pemerintah, sektor industri dan lembaga non 

formal 

2) Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan akses pelayanan KB 

kepada masyarakat 

3) Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS dengan peningkatan rehabilitasi 

dan bantuan dasar kesejahteraan sosial 

4) Melestarikan dan mengembangkan keragaman kekayaan budaya dengan 

meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya local 

5) Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga melalui pembinaan induk 

organisasi dan komite olahraga 

6) Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat perdesaan 

7) Meningkatkan kerjasama antar daerah tujuan transmigrasi dan 

pemberangkatan calon transmigran yang sudah dilatih 

 

7.3. ARAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG (PERDA 

NO 6 TAHUN TAHUN 2007 

Penyusunan Perda Bangunan Gedung diamanatkan pada Peraturan 

Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung, yang menyatakan bahwa pengaturan dilakukan oleh 

pemerintah daerah dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 

memperhatikan kondisi kabupaten/kota setempat serta penyebarluasan peraturan 

perundang-undangan, pedoman, petunjuk dan standart teknis bangunan gedung dan 

operasionalisasinnya di masyarakat. 

Perda Bangunan Gedung mengatur tentang persyaratan administrasi dan 

teknis bangunan gedung. Salah satunya mengatur persyaratan keandalan gedung, 



 

seperti keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Persayaratan ini wajib 

dipenuhi untuk memberikan perlindungan rasa aman bagi pengguna bangunan 

gedung dalam melakukan aktivitas di dalamnya dan sebagai landasan 

operasionalisasi penyelenggaraan bangunan gedung di daerah. Utamanya untuk 

daerah rawan bencana. Perda Bangunan Gedung sangat penting sebagai paying 

hokum di daerah dalam menjamin keamanan dan keselamatan bagi pengguna. 

Ketersediaan Perda Bangunan Gedung bagi Kabupaten Lamongan merupakan salah 

satu prasyarat dalam prioritas pembangunan bidang Cipta Karya di Kabupaten 

Lamongan. 

 

7.3.1. Ketentuan Perencanaan Tata Ruang Kota 

1. Dengan ditetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail 

Tata Ruang Kota, maka ketentuan yang dipakai pada bagian dari Rencana 

Umum Tata Ruang Kota adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota dan 

Rencana Tata Ruang Kota yang ditetapkan tersebut. 

2. Sepanjang perpetakan tanah belum diatur, maka perpetakan itu ditetapkan 

oleh Kepala Daerah, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari 

Instansi-instansi terkait. 

3. Pada suatu petak diperkenankan lebih dari satu bangunan rumah, kecuali 

jika dalam penentuan petak dalam Rencana detail Tata Ruang Kota maupun 

dalam rencana Teknis Tata Ruang Kota telah ditentukan lain. 

 

7.3.2. Ketentuan Garis Sempadan 

1. Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan 

muka bangunan, garis sempadan samping dan garis sempadan belakang 

bangunan, garis sempadan untuk perairan umum, jaringan umum lapangan 

umum, serta kepentingan-kepentingan umum lainnya. 

2. Dalam kawasan-kawasan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota, Rencana Tata Ruang Kota, 

bangunan yang telah ditetapkan keberadaannya dalam kawasan campuran, 

untuk klasifikasi bangunan itu dapat ditetapkan garis-garis sempadan bagi 



 

fungsi bangunan yang terbesar sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundangan yang berlaku. 

3. Garis sempadan samping bangunan untuk berbagai type rumah tinggal 

kecuali type tunggal, ditetapkan di dalam Ijin Mendirikan Bangunan dengan 

ketentuan luas total lantai dasar tidak boleh melebihi 60 % dari luas persil. 

4. Setidak-tidaknya salah satu sisi, garis sempadan samping atau garis 

sempadan belakang bangunan pada kapling pojok (sudut) ditetapkan 

minimum 2 meter. 

5. Garis sempadan muka bangunan pada jalan-jalan buntu atau pada jalan-

jalan umum lainnya yang belum diatur oleh Rencana Tata Ruang Kota 

ditetapkan minimum sebesar setengah lebar jalan atau minimum 3 meter. 

6. Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan antara garis sempadan 

muka bangunan dan garis sempadan pagar untuk mendirikan gardu kebun 

yang terbuka, pergola-pergola dan bangunan semacamnya, yang 

merupakan bagian dari perlengkapan kebun. 

7. Ketentuan garis sempadan samping dan garis sempadan belakang 

bangunan untuk bangunan-bangunan non rumah tinggal, bangunan 

campuran dan bangunan khusus adalah sebagai berikut : 

✓ bangunan dengan ketinggian sampai dengan 4 lantai ditetapkan 3,00 

meter ; 

✓ bangunan dengan ketinggian 5 lantai ditetapkan 5,50 meter ; 

✓ bangunan dengan ketinggian 6 lantai ditetapkan 6,00 meter ; 

✓ bangunan dengan ketinggian 7 sampai dengan 9 lantai ditetapkan 7, 00 

meter ; 

✓ bangunan dengan ketinggian 10 sampai dengan 16 lantai ditetapkan 

9,00 meter ; 

✓ bangunan dengan ketinggian 17 sampai dengan 24 lantai ditetapkan 

10,00 meter ; 

✓ bangunan dengan ketinggian 25 sampai dengan 30 lantai ditetapkan 

12,00 meter ; 

✓ bangunan dengan ketinggian 30 sampai dengan 120 lantai ditetapkan 

30,00 meter ; 



 

8. Untuk penetapan garis sempadan dan garis sempadan belakang bangunan 

bagi bangunan berlantai 30 keatas dengan sistem sudut ditetapkan sebesar 

77 dengan ketentuan titik sudut pada sepanjang batas persil tersebut. 

9. Untuk penetapan garis sempadan bangunan samping dan belakang 

bangunan non perumahan khusus untuk ukuran minimum ditetapkan 

sebagai berikut : 

✓ dikenakan satu sisi samping dan belakang jarak 3 meter untuk ukuran 

lebar kapling minimum 20 meter dan panjang minimal 20 meter 

dengan ketentuan bahwa bangunan lain yang bersebelahan yang 

berhimpit disyaratkan sama ; 

✓ dikenakan dua sisi samping untuk ukuran lebar kapling minimum 20 

meter dan panjang lebih dari 20 meter. 

10. Untuk bangunan industri, garis sempadan samping dan belakang bangunan 

ditetapkan minimum 6 meter. 

11. Garis sempadan merupakan jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu 

masa bangunan terhadap : 

✓ batas lahan yang dikuasai ; 

✓ batas tepian sungai/pantai ; 

✓ antar masa bangunan lainnya atau 

✓ rencana saluran, jaringan tegangan listrik, pipa gas dan lain-lain. 

12. Pada bangunan rumah tinggal rapat tidak terdapat jarak bebas samping. 

Jarak bebas belakang ditentukan minimal ½ dari besar garis sempadan 

muka. 

13. Jarak antar masa bangunan : 

✓ jarak antar masa bangunan satu lantai minimum 4 meter ; 

✓ untuk bangunan umum sekurang-kurangnya 6 meter dan 3 meter ; 

✓ untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikan satu lantai ditambah 0,5 

meter ; 

✓ mengikuti standart yang berlaku. 

 



 

7.3.3. Ketentuan Luas Lantai, Tinggi Maksimum Bangunan Dan Jarak antar 

Bangunan 

1. Penetapan besarnya KDB, KLB, tinggi maksimum bangunan dan jarak antar 

bangunan pada setiap persyaratan permohonan IMB ditetapkan Kepala 

Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam syarat 

zoning. 

2. Ketentuan tentang KLB, KDB Garis sempadan dan Garis Sempadan Belakang 

bangunan pada masing-masing klasifikasi bangunan akan diatur lebih lanjut 

oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

3. Persyaratan tinggi maksimum bangunan pada bangunan rumah tinggal 

kecuali rumah susun, tinggi maksimum bangunan ditetapkan sebanding 

dengan jaraknya terhadap as jalan yang berdekatan di depannya, bagi jalan-

jalan yang lebarnya 20 meter ke atas, titik sudutnya ditetapkan 10 meter 

dan garis sempadan pagar ke tengah jalan. 

4. Tinggi maksimum bangunan maksimum pada bangunan-bangunan non 

rumah tinggal, bangunan campuran, rumah susun dan bangunan khusus 

tidak boleh melebihi 1, 5 x jaraknya terhadap as jalan di depannya yang 

berdekatan. Untuk jalan-jalan yang lebarnya 20 meter kebawah, pada jalan-

jalan yang lebarnya lebih dari 20 meter, titik sudut ditetapkan 10 meter dari 

garis sempadan pagar ke tengah. 

5. Bangunan tidak permanen tidak diperkenankan bertingkat. 

6. Jarak muka pada bangunan tinggi II bagi bangunan non rumah tinggal 

ditetapkan Kepala Daerah. 

 

7.4. ARAHAN RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 
(RISPAM) 

Berdasarkan Permen PU No. 18 Tahun 2007, Rencana Induk Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) 

yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan 

perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum 

pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen 



 

utama sistem beserta dimensi-dimensinya. RI-SPAM dapat berupa RISPAM dalam 

satu wilayah administrasi maupun lintas kabupaten/kota/provinsi. Penyusunan 

rencana induk pengembangan SPAM memperhatikan aspek keterpaduan dengan 

prasarana dan sarana sanitasi sejak dari sumber air hingga unit pelayanan dalam 

rangka perlindungan dan pelestarian air. 

Secara umum tingkat pelayanan air minum di Kabupaten Lamongan sudah 

terlayani semua, baik menggunakan sistem perpipaan meupun sistem non perpipaan. 

Untuk sistem distribusi air minum sistem perpipaan di Kabupaten Lamongan dilayani 

oleh PDAM Kabupaten Lamongan, sementara untuk sistem distribusi non perpipaan 

masyarakat memanfaatkan air dari SGL (Sumur Gali) dan SPT (Sumur Pompa 

Tangan). Cakupan pelayanan untuk sistem distribusi perpipaan hampir sudah 

menjangkau semua kelurahan, sementara untuk sistem distribusi non perpipaan 

semua ada di setiap kelurahan.  

Program pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya 

Departemen Pekerjaan Umum bertujuan meningkatkan pelayanan Air minum 

perkotaan, khususnya bagi masyarakat miskin kawasan rawan air, selain itu juga 

untuk meningkatkan keikutsertaan swasta dalam investasi dalam pembangunan PS 

Air Minum di perkotaan.  

Dalam penyusunan RPIJM harus memperhatikan Rencanan Indum 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) yang ada di 

Kabupaten/Kota, RI-SPAM merupakan rencana jangka panjang suatu wilayah baik di 

dalam Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan antar propinsi. 

Sistem sarana dan prasarana air bersih di Kabupaten Lamongan secara umum 

masih bisa terpenuhi, baik dengan menggunakan jaringan pipa PDAM maupun 

memanfaatkan sumber-sumber air baku yang cukup melimpah seperti air hujan, 

ketersediaan air sungai, ketersediaan tampungan air berupa waduk dan embung 

serta ketersediaan air. 

Sistem jaringan perpiaan ditemukan pada kawasan perkotaan seperti 

Lamongan, Babat, Kembangbahu, Sugio, Brondong dan Paciran. Untuk kawasan yang 

tidak masuk dalam radius pelayanan jaringan perpiaan PDAM memperoleh air bersih 

dengan menggunakan sumur bor, sumur gali, mengambil langsung dari sumber mata 

air dan sungai. 



 

Kualitas air baku sebagai untuk pemenuhan air bersih di Kabupaten 

Lamongan cukup baik, hal ini karena sumber-sumber air bersih masih terjaga dengan 

baik, dan pencemaran sungai-sungainya belum melewati ambang batas yang 

membahayakan dan kelestarian sumber-sumber air maku tersebut masih baik. 

Pada kecamatan yang belum terlayani air baku dan memiliki resiko paling 

besar terhadap dampak kemarau yang panjang dipenuhi oleh pihak PDAM Kabupaten 

Lamongan dengan cara distribusi air bersih menggunakan truck tangki dan 

pengadaan sumber-sumber air komunal pada titik-titik rawan air bersih di setiap 

desa di Kabupaten Lamongan. 

 

7.4.1. Rencana Sistem Pelayanan 

Sistem penyediaan air bersih pada kawasan perkotaan yang padat 

permukiman dilakukan oleh PDAM Kabupaten Lamongan. PDAM Kabupaten 

Lamongan memiliki tiga Unit Instalasi Pengelolaan Air (IPA) yang dua unit instalasi 

terletak pada kawasan tengah dan satu unit terletak di kawasan utara dari wilayah 

administasi Kabupaten Lamongan, Unit Instalasi tersebut yaitu : 

✓ Unit IPA Babat 

✓ Unit Sugio-Kembangbahu 

✓ Unit Brondong 

Dari ketiga Unit IPA tersebut didukung pula dengan jaringan distribusi 

perpipaan yang melayani beberapa kawasan Lamongan. 

Sistem jaringan perpipaan yang telah ada perlu dilakukan pengkajian dan 

pengantian beberapa pipa dan pompa sehingga sesuai dengan karakteristik geografis 

tiap kawasan, hal ini dimaksudkan agar distribusi air melalui sistem perpipaan lebih 

berjalan lanjar sehingga timbulnya kebocoran air bisa di minimalkan. 

Kecamatan dan desa-desa yang tidak terjangkau pelayanan PDAM, pemenuhan 

air bersihnya dilakukan secara mandiri maupun kolektif oleh penduduk. Dengan 

potensi hidrologi yang cukup memadai maka desa-desa yang tidak terlayani bisa 

memanfaatkan sumber-sumber air baku di sekitar lingkungannya. Pada beberapa 

kawasan, seperti kawasan utara Lamongan penduduk sering membeli air dari jerigen 

yang diperjual belikan.  



 

Pelayanan air bersih oleh PDAM juga dilakukan dengan distribusi truk-truk 

tangki pada kawasan-kawasan rawan air bersih. Desa-desa atau kecamatan yang 

merupakan kawasan rawan air bersih terutama pada musim kemarau telah di bangun 

tangki atau bak-bak penampungan air bersih komunal untuk melayanai kebutuhan 

air bersih desa-desa tersebut. 

Rencana peningkatan prosentase cakupan pelayanan didasarkan pada data 

cakupan pelayanan saat ini, dengan penambahan tingkat pelayanan di masing-masing 

unit berdasarkan  mempertimbangkan pertumbuhan penduduk sampai dengan akhir 

periode perencanaan. Melihat kondisi pelayanan air bersih saat ini dimana cakupan 

pelayanan di masing - masing wilayah pelayanan berbeda, maka diproyeksikan 

bahwa cakupan pelayanan di masing - masing unit sampai dengan akhir perencanaan 

juga akan berbeda. 

 

7.4.2. Rencana Pengembangan SPAM 

Tujuan utama pengembangan sistem dalam penyediaan air minum Kabupaten 

Lamongan adalah adalah peningkatan pelayanan. Komponen utama sistem yang akan 

dikembangkan terdiri dari komponen air baku, unit produksi dan unit distribusi 

termasuk di dalamnya serta penambahan sambungan pelayanan di konsumen. 

Komponen lain yang akan berpengaruh pada perencanaan sistem  adalah aspek 

kelembagaan dan keuangan PDAM.  Pokok-pokok perbaikan dalam struktur 

kelembagaan diharapkan akan membawa PDAM untuk mencapai tujuan. Demikian 

juga halnya dengan aspek financial, timbulnya biaya investasi dalam rangka 

pengembangan sistem, yang akan berpengaruh terhadap tarif air diharapkan tidak 

akan membebani masyarakat/konsumen. 

1. SISTEM PERPIPAAN 

A. Aspek Teknis 

Kondisi bangunan penagkap di PDAM Lamongan masih memerlukan banyak 

pembenahan. Beberapa bangunan perlintasan pipa tidak sesuai dengan standar. Ada 

lima buah bangunan perlintasan di jaringan IPA Babat. 

PDAM Lamongan sudah melakukan pembenahan taping system dengan 

melakukan taping pada pipa diameter 200 mm saja. Taping pada pipa diameter 400 



 

mm dihilangkan karena dapat menyebabkan kehilangan tekanan pada pipa utama. 

Hal ini akan mengurangi debit aliran yang seharusnya disuplai oleh pipa.  

B. Aspek Pendanaaan 

Perencanaan sistem penyediaan air minum PDAM Kabupaten Lamongan 

disusun sampai tahun 2020 yang dibagi dalam tiga tahapan waktu sebagai berikut : 

❖ Jangka Pendek, untuk periode sampai tahun 2010 

❖ Jangka Menengah, untuk periode sampai tahun 2015 

❖ Jangka Panjang, untuk periode sampai tahun 2020 

Sistem Penyediaan Air Bersih di PDAM Kabupaten Lamongan yang meliputi 

terutama pada Instalasi Pengolahan Air dan Sistem Jaringan Distribusi diperlukan 

perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan kapasitas produksinya yang disesuaikan 

dengan proyeksi kebutuhan air bersih. 

Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas penyediaan air bersih di Instalasi. 

Pengolahan Air Babat, Brondong dan Sugio, dibutuhkan beberapa penambahan unit 

proses, seperti: 

- Pompa intake serta panel untuk instalasi Babat 

- Pipa transmisi 

- Unit pengolahan (clarifier) 

- Sistem distribusi 

- Pompa dan sistem perpipaan pembuangan lumpur dari bak prasedimentasi 

- Alat-alat ukur dan alat-alat laboratorium 

Kebutuhan biaya pengembangan PDAM Lamongan terdiri dari kebutuhan 

dana untuk pengembangan unit instalasi Babat, Sugio-Kembangbahu dan Brondong. 

Unit IPA Babat 

Peningkatan kapasitas produksi IPA Babat dalam jangka pendek (tahun 2010) 

direncanakan menjadi 255 l/det, atau tambahan kapasitas sebesar 65 l/det dari 

kapasitas desain sekarang, 190 l/det, yaitu dengan menambah satu unit clarifier 

kapasitas 100 l/det dan melengkapi unit filter carbon aktif yang sudah ada sehingga 

kapasitas terpasang menjadi 290 l/det. Sedangkan untuk jangka menengah (tahun 

2015) kapasitas yang dibutuhkan sebesar 406 l/det, diperlukan penambahan satu 

unit clarifier kapasitas 100 l/det sehingga kapasitas terpasang menjadi 390 l/det. 

Kekurangan 16 l/det akan dipenuhi pada tahap jangka panjang (2020) dimana 



 

kapasitas yang dibutuhkan sebesar 513 l/det, yaitu dengan menambah satu unit 

clarifier kapasitas 125 l/det sehingga total kapasitas terpasang menjadi 515 l/det. 

Selain itu pembenahan sistem intake juga dilakukan pada jangka panjang. Estimasi 

biaya untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dapat dilihat pada 

tabel-tabel berikut 

Tabel 7.1. Estimasi Biaya Jangka Pendek Unit IPA Babat 

No Kebutuhan Satuan 
Harga 
Satuan 

(Rp 1000) 

Jumlah 
Harga Total 
(Rp 1000) 

1 

Unit Sedimentasi     

- Scraper - Unit 350.000 6 2.100.000 

- Pompa Lumpur (Ke B. Solo) - Unit 250.000 2 500.000 

- Pipa Lumpur Dia 300 (2 Km) - M 880 2000 1.760.000 

2 

Unit Koagolasi     

- Motor & Pengaduk Tangki Bahan Kima - Unit 15.000 2 30.000 

- Dosing Pump - Unit 15.000 4 60.000 

3 
Unit Filtrasi     

- Filter Karbon Aktif - 30 l/ det 300.000 5 1.500.000 

4 

Unit Khlorinasi     

- Dosing Pump - Unit 15.000 2 30.000 

- Motor & Pengaduk Tangki Khlor - Unit 15.000 2 30.000 

5 

Alat-alat ukur kualitas air     

- TDS Meter - Unit 5.000 1 5.000 

- Trimeter (Cl2, turbidity dan warna) - Unit 10.000 1 10.000 

6 
- Clarifer (lengkap dgn panel, pompa sludge, 

sedang dibangun 
- 100 l/ det - 1 0 

Total 6.025.000 

Sumber : RISPAM Kabupaten Lamongan 2007 

Tabel 7.2. Estimasi Biaya Jangka Menengah Unit IPA Babat 

No Kebutuhan Satuan 
Harga 
Satuan 

(Rp 1000) 
Jumlah 

Harga Total 
(Rp 1000) 

1 
Clarifer (tipe contact sludge blanket clarifier, 
lengkap dgn panel, pompa sludge) 

100 l/ det 5.000.000 1 5.000.000 

 

- Tangki Bahan Kimia -     

- Flukolan - 2,5 m3 3.000 1 3.000 

- Polyelektrolit - 1 m3 1.000 1 1.000 

- Motor & Pengaduk - Unit 15.000 2 30.000 

- Dosing pump - Unit 15.000 2 30.000 

 

- Filtrasi -     

- Filter karbon aktif (termasuk pompa & 
panel) 

- 30 l/ det 300.000 5 1.500.000 

 

- Unit Khlorinasi -     

- Dosing Pump - Unit 15.000 2 30.000 

- Pengaduk tangki khlor - Unit 15.000 2 30.000 

 

- Alat-alat laboratorium -     

- Jar test - Unit 30.000 1 30.000 

- Spectrophotometer - Unit 100.000 1 100.000 

 

- Intake -     

- Pompa intake (submercible pump) kapasitas 

40 l/ det, head 22 m 
- Unit 150.000 2 300.000 

- Genset 180 KW/ 250 KVA + panel - Unit 400.000 1 400.000 

 - Ground sukodadi -     



 

 

- Reservoir - M3 2.000 300 600.000 

- Pompa distribusi (cap 90 l/det, h 80 m) - Unit 456,500 2 913.000 

- Rumah pompa - M2 500 36 18.000 

- Tangki khlorin - Unit 1.000 1 1.000 

- Pengaduk tangki klorin - Unit 15.000 1 15.000 

- Dosing pump - Unit 15.000 1 15.000 

Total 9.016.000 

Sumber : RISPAM Kabupaten Lamongan 2007 

Untuk pengembangan sistem jaringan, alokasi dana didominasi oleh 

penggantian pipa transmisi dan pipa primer dan perluasan reservoir. Prioritas 

pengembangan yang perlu dilakukan adalah:  

Jangka Pendek (label 7.1.) 

❖ Pembenahan pipa primer dan sekunder  dengan memasang pipa 

diameter 300 mm di Jl. Veteran, Jl. Sumargo, Jl. Sunan Drajat, Jl. 

Andansari, Jl. Sunan Kalijogo. Jl. Suwoko, Jl. Sunan Giri dan Jl. Laras Liris.  

Jangka Menengah (Tabel 7.1.) 

❖ Pemasangan pipa transmisi 200 mm antara Babat Lamongan 

❖ Pemasangan pipa transmisi 400 mm antara Babat Lamongan 

❖ Pengadaan dan pemasangan pompa transfer di IPA Babat 

Jangka Panjang (Tabel 7.2) 

❖ Pembuatan Reservoir Sukodadi 300 m2 

❖ Pemasangan check valve dan gate valve (pembenahan koneksi pipa 

reservoir) 

❖ Pengadaan genset 

Tabel 7.3. Estimasi Biaya Panajang Unit IPA Babat 

No Kebutuhan Satuan 
Harga Satuan 

(Rp 1000) 
Jumlah 

Harga Total 
(Rp 1000) 

 Prasedimentasi     

 - Bak prasedimentasi (1500 m3) - Unit 1.500.000 2 3.000.000 

 - Scraper - Unit 350.000 2 700.000 

 - Pompa lumpur ke B. Solo - Unit 300.000 1 300.000 

 
Clarifer (tipe contact sludge blanket clarifier, lengkap 
dengan panel, pompa sludge) 

- 125 l/ det 6.000.000 1 6.000.000 

 Pompa ke filter - Unit 250.000 2 500.000 

 Filtrasi     

 - Sand filter (pressure) - 30 l/ det 300.000 4 1.200.000 

 - Carbon filter (pressure) - 30 l/ det 300.000 4 1.200.000 

 Khlorinasi     

 - Tangki Klorin - Unit 1.000 1 1.000 

 - Pengaduk - Unit 15.000 1 15.000 

 - Dosing pump - Unit 15.000 1 15.000 

 Bangunan laboratorium - M2 500 40 20.000 

 
- Intake (pemindahan lokasi & perubahan sistem ke 

sistem sumuran) 
    

 - Runah pompa   1 4.000.000 



 

 - Pembuatan intake pool dan penyediaan lahan   1 20.000.000 

 - Pipa shipon   1 500.000 

 
- POMPA CENTRIFUGAL + pasang, cap : 300 l/ det; 

head : 15 m; power : 140 KW 2 X 380/ 660 V; 
Putaran : 1500 Rpm 

Unit 913,000 1 1.826.000 

 - Pipa spiral     

Sumber : RISPAM Kabupaten Lamongan 2007 

Tabel 7.4. Estimasi Biaya Jangka Pendek Sistem Jaringan Babat Lamongan 

No Kebutuhan Satuan 
Harga satuan (Rp 

1000) 
Jumlah 

Harga total (Rp 
1000) 

1 Pipa PVC (diameter 300 mm) m 880 15.030 13.226.400 

2 Penggantian pipa transmisi PVC diameter 400 mm 
(Babat-Sukodadi) 

m 1.500 10.000 15.000.000 

3 Pengadaan meter air pelanggan dan 
perlengkapannya 

buah 300 5.571 1.671.300 

TOTAL 29.897.700 

Sumber : RISPAM Kabupaten Lamongan 2007 

Tabel 7.5. Estimasi Biaya Jangka Menengah Sistem Jaringan Babat-Lamongan 

No Kebutuhan Satuan 
Harga satuan (Rp 

1000) 
Jumlah 

Harga total (Rp 
1000) 

1 POMPA CENTRIFUGAL + Pasang 
Capacity   : 90 Lt/dt 
Head         : 80 m 
Power       : 125 KW 3 X 380/660 V 
Putaran    : 1500 Rpm 

unit  456.500 3 1.369.500 

2 Penggantian pipa transmisi PVC diameter 
400 mm (Babat-Sukolilo) 

m 1.500 14.100 21.150.000 

3 Pemasangan pipa transmisi PVC diameter 
200 mm 

m 427,5 10.000 4.275.00 

4 Pengadaan meter air pelanggan dan 
perlengkapannya 

buah 300 9.788 2.936.400 

TOTAL 29.730.900 

Sumber : RISPAM Kabupaten Lamongan 2007 

Tabel 7.6. Estimasi Biaya Jangka Panjang Sistem Jaringan Babat-Lamongan 

No Kebutuhan Satuan 
Harga satuan (Rp 

1000) 
Jumlah 

Harga total (Rp 
1000) 

1 GENSET 700 KW/250 KVA + panel unit 2.203.966 1 2.203.966 

2 Elbow JIS 10 K 150 mm buah 5.650 4 22.600 

3 Check Valve 400 mm (swing) buah 23.650 2 47.300 

4 Check Valve 200 mm buah 8.000 2 16.000 

5 Check Valve 150 mm buah 2.000 4 8.000 

6 Check Valve 400 mm buah 32.000 2 64.000 

7 Check Valve 200 mm buah 10.000 4 40.000 

8 Check Valve 150 mm buah 4.000 4 16.000 

9 Pengadaan meter air pelanggan dan 
perlengkapannya 

buah 300 8.236 2.470.800 

TOTAL 4.888.666 

Sumber : RISPAM Kabupaten Lamongan 2007 

 

 

Unit Instalasi Sugio-Kembangbahu 

Pada perencanaan jangka pendek dan menengah di daerah Sugio-

Kembangbahu, diusahakan mengaktifkan unit-unit pengolahan yang sudah ada, yaitu 



 

menambah power untuk mengoperasikan pompa intake dan pompa distribusi. 

Sedangkan perencanaan jangka panjang, menambah 1 (satu) unit IPA dengan sistem 

paket seperti yang sudah ada, yang terdiri dari 2 (dua) unit sand filter (closed sand 

filter) dan 1 (satu) unit flokulasi-sedimentasi. Estimasi biaya jangka pendek 

ditunjukkan pada tabel  7.7 

Tabel 7.7. Estimasi Biaya Jangka Penek Sistem Jaringan Sugio-Kembangbahu 

No Kebutuhan Satuan 
Harga satuan (Rp 

1000) 
Jumlah 

Harga total (Rp 
1000) 

1 Koagulasi, termasuk pengaduk (c-steel) 5 m3 75.000 2 150.000 
2 Sedimentasi 100 m3 400.000 1 400.000 
3 Filtrasi (Closed sand filter) 20 l/dt 300.000 2 600.000 
4 Pompa 

- Pompa intake 
- Pompa distribusi 
- Pompa pump 

unit 
unit 
unit 

100.000 
100.000 
15.000 

1 
1 
2 

100.000 
100.000 
30.000 

TOTAL 1.380.000 

Sumber : RISPAM Kabupaten Lamongan 2007 

Perencanaan jangka pendek untuk system jaringan, dengan mengoptimalkan 

kondisi eksisting pipa yang ada, karena masih banyak jaringan pipa yang belum 

difungsikan. Dari perhitungan ternyata jaringan eksisting mampu mengalirkan debit 

hingga 30 lt/dt. Pada tahun 2010 jaringan yang ada masih bisa dimanfaatkan 

mengingat kebutuhan pada tahun tersebut adalah 22,36 lt/dt. Namun, untuk 

mengalirkan debit tersebut dibutuhkan tambahkan head yang diperoleh dengan 

memasang pompa booster dengan debit q = 30 lt dengan head = 60 m. 

Pada tahun 2015, debit air yang dibutuhkan adalah 40,46 lt/dt sehingga 

jaringan yang sudah ada sudah tidak mencukupi. Oleh karena itu, pada tahun 2015 ini 

tidak semua kebutuhan bias dipenuhi oleh jaringan eksisting. Jaringan eksisting 

hanya mapu melayani sampai maksimum 30 lt/dt. Untuk mengalirkan debit ini perlu 

ditambahkan lagi sebuah pompa booster dengan debit q = 30 lt dengan head = 60 m. 

Pada tahun 2020 kebutuhan air sudah mencapai 61 lt/dt. Oleh karena itu, 

untuk melayani kebutuhan tersebut perlu dibuat sebuah jaringan perpipaan baru 

yang dipasang disamping pipa eksisting. Jaringan baru tersebut harus mampu 

mengalirkan debit 30 lt/dt. untuk mengalirkan debit ini diperlukan tambahan pompa 

dengan kapasitas 30 lt/dt dengan head 60 m. 

Untuk pengembangan unit instalasi Sugio-Kembangbahu diperlukan alokasi 

dana yang didominasi oleh instalasi sumur air tanah dan pengadaan pompa booster. 



 

Tahapan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Sugio-Kembangbahu dapat dilihat 

pada tabel 7.7. sampai 7.8. 

Tabel 7.8. Estimasi Biaya Jangka Pendek Sistem Jaringan Sugio-Kembangbahu 

No Kebutuhan Satuan 
Harga satuan (Rp 

1000) 
Jumlah 

Harga total (Rp 
1000) 

1 POMPA AIR BOOSTER 
- HEAD 60 m 
- Q = 30 lt/dt 

unit 60.000 1 60.000 

2 Pipa tersier 
- Diameter 20 mm 

m 49,5 21.358 1.057.221 

3 Pengadaan meter air pelanggan dan 
perlengkapannya 

buah 300 1.763 528.900 

TOTAL 1.646.121 

Sumber : RISPAM Kabupaten Lamongan 2007 

Tabel 7.9. Estimasi Biaya Jangka Menengah Sistem Jaringan Sugio-Kembangbahu 

No Kebutuhan Satuan 
Harga satuan (Rp 

1000) 
Jumlah 

Harga total (Rp 
1000) 

1 POMPA AIR BOOSTER 
- HEAD 60 m 
- Q = 30 lt/dt 

unit 60.000 1 60.000 

2 Pipa tersier 
- Diameter 20 mm 

m 49,5 13.202 653.499 

3 Pengadaan meter air pelanggan dan 
perlengkapannya 

buah 300 2.583 774.900 

TOTAL 1.488.399 

Sumber : RISPAM Kabupaten Lamongan 2007 

 

Unit Instalasi Brondong 

Pada tahun 2010, kebutuhan air bersih untuk Kecamatan Brondong adalah 

38,5 lt/dt. Untuk melayani kebutuhan air tersebut, jaringan eksisting yang sudah ada 

dioptimalkan/dimanfaatkan. 

Pada tahun 2015 perencanaan pengembangan daerah yang dikembangkan 

adalah pada wilayah Brondong, Desa sedayulawas sampai desa Tlogoretno, 

sedangkan pada wilayah Paciran, daerah yang dikembangkan adalah Kelurahan 

Blimbing sampai desa Kranji. Jaringan pengembangan mengikuti jaringan eksisting. 

Pada wilayah Brondong tekanan/headnya negatif untuk mengalirkan air sampai ke 

desa Tlogoretno sehingga perlu ditambahkan satu pompa dengan q = 110 lt/dt dan 

head = 100 m. Pompa dipasang dengan kapasitasnya besar untuk memenuhi 

kebutuhan air sampai tahun 2020. 

Pada jaringan pengembangan wilayah Brondong-Paciran tahun 2020, daerah 

pelayanannya dikembangkan lagi. Pengembangan pada wilayah Brondong adalah dari 

Desa Tlogoretno sampai desa Lohgung dan pada wilayah Paciran adalah dari Desa 



 

Kranji sampai Desa Tlogosandang. Pada kedua wilayah perencanaan ini, ditambahkan 

satu buah pompa booster pada wilayah Paciran dengan spesifikasi Q = 50 lt/dt dan 

head = 60 m serta dua buah pompa booster pada wilayah Paciran dengan spesifikasi 

Q = 50 lt/dt dengan head = 50 m dan Q = 40 lt/dt dengan head = 40 m, sehingga 

terdapat tiga buah pompa tambahan pada tahun 2020. 

Tabel 7.10. Estimasi Biaya Jangka Panjang Sistem Jaringan Brondong 

No Kebutuhan Satuan 
Harga satuan (Rp 

1000) 
Jumlah 

Harga total (Rp 
1000) 

1 POMPA AIR BOOSTER 
- HEAD 60 m 
- Q = 30 lt/dt 

unit 60.000 1 60.000 

2 Rumah Pompa m2 2.500 50 125.000 
3 Kantor Unit m2 2.500 50 125.000 
4 Sumur air tanah dalam (investigasi dan 

pembuatan) – BILA DIPERLUKAN 
m   1.000.000 

5 Pipa PVC 
- diameter 225 mm 
- diameter 200 mm 
- diameter 20 mm 

 
m 
m 
m 

 
525 
427,5 
49,5 

 
9.071 
3.279 
53.568 

 
4.762.275,0 
1.401.772,5 
2.651.616,0 

6 Pengadaan meter air pelanggan dan 
perlengkapannya 

buah 300 2.724 817.200 

TOTAL 10.942.863,5 

Sumber : RISPAM Kabupaten Lamongan 2007 

Tabel 7.11. Estimasi Biaya Jangka Pendek Sistem Penyediaan Air Unit Brondong 

No Kebutuhan Satuan 
Harga satuan (Rp 

1000) 
Jumlah 

Harga total (Rp 
1000) 

1 Kantor Unit m2 2.500 50 125.000 
2 Reservoir 200 m3    250.000 
3 Sumur air tanah     1.000.000 
4 Pipa tersier 

- diameter 20 mm 
m 49,5 53.274 2.637.063 

5 Pengadaan meter air pelanggan dan 
perlengkapannya 

buah 300 4.166 1.249.800 

TOTAL 5.261.863 

Sumber : RISPAM Kabupaten Lamongan 2007 

 

Untuk mendukung pengembangan unit instalasi Brondong diperlukan alokasi 

dana yang didominasi pengadaan pipa dan pompa booster. Tahapan pengembangan 

unit instalasi Brondong dapat dilihat pada tabel 7.10 sampai 7.13. 

 

 

Tabel 7.12.  Estimasi Biaya Jangka Menengah Sistem Penyediaan Air Unit Brondong 

No Kebutuhan Satuan 
Harga satuan (Rp 

1000) 
Jumlah 

Harga total (Rp 
1000) 

1 POMPA AIR  
- HEAD 60 m 
- Q = 30 lt/dt 

unit 550.000 1 550.000 



 

2 Rumah Pompa m2 2.500 50 125.000 
3 Pipa PVC 

- diameter 300 mm 
- diameter 200 mm 
- diameter 150 mm 
- diameter 100 mm 
- diameter 80 mm 
- diameter 75 mm 
- diameter 50 mm  
- diameter 20 mm 

 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

 
880,0 
427,5 
286,5 
160,5 
118,0 
102,0 
69,0 
49,0 

 
2.157 
9.646 
13.539 
1.857 
10.079 
3.236 
3.985 
69.984 

 
1.898.160,0 
4.123.665,0 
3.878.923,5 
298.048,5 
1.189.332,0 
330.072,0 
274.965,0 
3.464.208,0 

4 Pengadaan meter air pelanggan dan 
perlengkapannya 

buah 300 5.343 1.602.900,0 

TOTAL 17.735.264,0 

Sumber : RISPAM Kabupaten Lamongan 2007 

Tabel 7.13. Estimasi Biaya Jangka Panjang Sistem Penyediaan Air Unit Brondong 

No Kebutuhan Satuan 
Harga satuan (Rp 

1000) 
Jumlah 

Harga total (Rp 
1000) 

1 POMPA BOOSTER  
- HEAD 50 m, Q = 50 lt/dt 
- HEAD 40 m, Q = 40 lt/dt 
- HEAD 60 m, Q = 50 lt/dt 

 
unit 
unit 
unit 

 
150.000 
100.000 
170.000 

 
1 
1 
1 

 
150.000 
100.000 
170.000 

2 Pipa PVC 
- diameter 300 mm 
- diameter 150 mm 
- diameter 100 mm 
- diameter 80 mm 
- diameter 50 mm  
- diameter 20 mm 

 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

 
427,5 
286,5 
160,5 
118,0 
69,0 
49,5 

 
1.571 
475 
7842 
4.954 
2.638 
51.840 

 
671.602,5 
1.360.875,0 
1.258.641,0 
584.572,0 
182.022,0 
2.566.080,0 

3 Pengadaan meter air pelanggan dan 
perlengkapannya 

buah 300 3.855 1.156.500,0 

TOTAL 8.200.292,5 
Sumber : RISPAM Kabupaten Lamongan 2007 

 

Catatan : harga di atas tidak termasuk biaya perijinan dan bonkar pasang jalan yang 

terkena proyek. 

 

7.4.3. Rencana Penurunan Kebocoran Air Minum 

 a.    Penurunan Kebocoran Teknis 

Untuk itu kegiatan penurunan kebocoran secara teknis meliputi kegiatan-

kegiatan antara lain : 

1. Pemasangan meter induk di sistem produksi dan sistem distribusi. Saat ini 

rata-rata kondisi meter induk di sistem produksi dan sistem distribusi 

dalam kondisi rusak. 

2. Penggantian meter air di konsumen 

3. Penggantian pipa-pipa yang sudah tua. 

   b.    Penurunan Kebocoran Non Teknis 



 

Untuk kabupaten lamongan dengan angka kebocoran yang melebihi ambang 

batas maka dilaksanakannya studi penanggulangan kebocoran perlu dilakukan. 

Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan 

kebocoran terutama kebocoran non teknis antara lain : 

a. Melaksanakan studi kebocoran 

b. Penyuluhan pada masyarakat tentang hemat air  

c. Ketersediaan bengkel dengan peralatan yang lengkap merupakan sesuatu 

yang sangat penting untuk pemeliharaan peralatan. 

d. Program training rutin dan O & M untuk meningkatkan kemampuan staf, 

hal ini harus dilaksanakan secara rutin 

 

7.5. ARAHAN STRATEGI SANITASI KOTA (SSK) 

Arahan pentahapan pembangunan sanitasi disesuaikan dengan arahan 

pentahapan pembangunan Kabupaten secara menyeluruh. Berdasarkan arahan 

pembangunan Kabupaten maka penetapan pentahapan pembangunan sanitasi di 

Kabupaten Lamongan merupakan pentahapan pencapaian sasaran pembangunan 

secara bertahap dengan perkembangan linier yang tetap mengacu pada kebijakan 

pengelolaan belanja daerah dengan menitik beratkan alokasi pada bidang-bidang 

urusan wajib dan urusan pilihan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. 

Pencapaian sasaran pembangunan setiap tahun mengalami kenaikan secara bertahap 

atau merata sepanjang tahun dengan tetap memperhatikan kinerja sektor sanitasi 

pemerintah kabupaten. Di dalam SSK ini telah dilakukan penentuan wilayah prioritas 

pengembangan sistem pengelolaan air limbah (apakah on site maupun off site). 

Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu: 

kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik 

tata guna lahan/ Center of Business Development (CBD) (komersial atau rumah 

tangga), serta resiko kesehatan Lingkungan. 

Berdasarkan kriteria tersebut dihasilkan suatu peta yang menggambarkan 

kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem. 

Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus 

merupakan dasar bagi kabupaten dalam merencanakan pengembangan jangka 



 

panjang pengelolaan air limbah Kabupaten Lamongan. Rencana pengembangan 

tersebut diilustrasikan sebagai berikut: 

Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko kecil yang dapat diatasi dalam 

jangka pendek dengan pilihan system setempat ( on site ) dengan skala rumah tangga 

( household based ). Diperkirakan sampai dengan tahap perencanaan jangka panjang, 

system ini akan tetap digunakan. Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama 

untuk perubahan perilaku dan pemicuan.  

Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi 

dalam jangka pendek dengan perubahan perilaku dilakukan dengan program-

program pemicuan (CLTS) dan oleh karena merupakan daerah padat penduduk maka 

pemilihan systemnya adalah system setempat dengan pendekatan komunal (tidak 

berbasis rumah tangga). Sistem komunal ini masih bisa digunakan sampai dengan 

jangka panjang. Zona ini mencakup sebagian besar kecamatan di wilayah Kabupaten 

Lamongan. 

Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko tinggi karena merupakan 

kawasan padat, CBD serta kondisi topografi kurang menguntungkan. Dalam jangka 

pendek masih bisa menggunakan system on site berbasis rumah tangga, dalam jangka 

menengah harus diatasi dengan pilihan system terpusat (off site), dan dalam jangka 

panjang dengan offsite terpusat. 

 

7.6. ARAHAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) 

Bangunan-bangunan di Kabupaten Lamongan secara umum saat ini diarahkan 

kepada penataan sesuai dengan fungsi kawasan yang telah direncanakan, baik untuk 

kegiatan perdagangan, perindustrian, perkantoran, permukiman, pendidikan dan 

kegiatan lainnya sesuai dengan produk rencana tata ruang yang telah disusun dan di 

Perda-kan.  

Dari sisi usia atau umur bangunan dapat diklasifikasikan menjadi bangunan 

berumur muda,sedang dan tua. Bangunan berumur muda relatif banyak terdapat 

pada bangunan perdagangan dan jasa serta pemukiman. Sedangkan bangunan 

berumur sedang dan tua banyak terdapat pada bangunan perkantoran, pendidikan 

dan pemukiman.  



 

Bangunan-bangunan yang ditemukan di Kabupaten Lamongan bisa di 

klasifikasikan berdasarkan pola kawasan yaitu bangunan-bangunan yang ada di 

perkotaan dan bangunan yang ada di kawasan perdesaan.  Bangunan di kawasan 

perkotaan, misalnya kawasan alun-alun Kota Lamongan (Kecamatan Lamongan) 

memiliki fungsi dan pola bangunan yang lebih beragam. Pada kawasan perkotaan, 

bangunan-bangunan tersebut lebih berfungsi sebagai bangunan publik dengan fungsi 

pelayanan sosial. Pada sekitar bangunan perkantoran juga memiliki fungsi kawasan 

sebagai areal perdagangan atau Pusat Kegiatan Perdagangan (CBD).  

Bangunan-bangunan pada kawasan perkotaan tersebut di atas berdasarkan 

fungsinya baik bangunan perdagangan dan jasa, perkantoran dan pendidikan, 

bangunan tradisional tentu saja memiliki nilai ekonomi yang berbeda-beda. Nilai 

perbedaan ini bisa didasarkan pada lokasi bangunan, fungsi bangunan, umur atau 

usia bangunan dan nilai historis bangunan. Bangunan yang berada di kawasan 

perkotaan tentu saja mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dari pada yang 

berada di pedesaan. Begitupula bangunan fungsi perdagangan biasanya memilki nilai 

ekonomi yang kebih tinggi dari pada bangunan perkantoran, pendidikan ataupun 

pemukiman. Bangunan yang memiliki nilai historis sejarah dan berumur tua lebih 

tinggi nilai ekonominya dari bangunan biasa dan berumur muda. Berkaitan dengan 

pendapatan atau penerimaan bangunan-bangunan tersebut sangat dipengaruhi oleh 

fungsi bangunan tersebut serta nilai sejarah/historis bangunan. 

Secara umum pola penataan bangunan di Kabupaten Lamongan tidak diatur 

secara teknis. Bangunan yang direncanakan tidak berpedoman pada kajian teknis 

yang telah ada, seperti Dokumen RDTRK yang di dalamnya telah di atur pola dan fasa 

bangunan yang akan dibangun sesuai dengan peruntukan dan fungsi kawasan yang 

telah ditetapkan. 

Bangunan fasilitas umum milik Negara semisal kantor-kantor pemerintahan 

daerah telah tertata dengan baik dan terkonsentrasi pada satu wilayah sehingga 

mempermudah pelayanan kepada msyarakat, pada tiap-tiap kecamatan umumnya 

telah memilki bangunan pelayanan pemerintahan semisal kantor kecamatan, 

kelurahan dan puskesmas.  

Sasaran dalam penataan bangunan gedung dan lingkungan adalah penegakan 

aturan tata bangunan gedung dan lingkungan yaitu dengan menyusun peraturan dan 



 

legeslasi. Dari sasaran ini maka dibutuhkan kemantapan kelembagaan penataan 

bangunan gedung dan lingkungan serta peningkatan sarana parasarana pemeliharaan 

bangunan dan lingkungan.  

7.6.1. Rumusan Masalah 

Dari kondisi yang ada dan sasaran yang akan dicapai pada penataan bangunan 

gedung dan lingkungan di Kabupaten Lamongan, maka dapat diidentifikasi masalah 

yang terjadi sebagai berikut: 

1. Belum adanya penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran 

2. Tidak adanya program penataan dan pelestarian bangunan tradisonal/ 

bersejarah  

3. Belum maksimalnya tersedianya ruang terbuka hijau  

4. Tidak ada penataan dan pembangunan sarana prasarana permukiman kumuh  

5. Belum tertibnya sarana reklame, belum terkelolanya sarana parkir dan Belum 

tertanya perijinan Bangunan Telepon Selular (BTS) 

6. Belum adanya penataan yang terpadu terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima 

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang ada maka dari sektor tata ruang, 

bangunan dan lingkungan tersebut maka permasalahan yang dihadapi dapat 

dikelompokkan sebagai  berikut  : 

A. Permasalahan dan Tantangan di Bidang Bangunan Gedung  

Pada Bidang Bangunan Gedung  dihadapi permasalahan sebagai berikut : 

1) Saat ini belum ada penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga yang 

berwenag terhadap penataan bangunan gedung. Ini meyebabkan tidak ada 

sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan bangunan gedung 

misalnya pembanguan gedung yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.  

2) Letak bangunan yang semakin padat dan bentuk bangunan yang semakin 

bervariatif seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kawasan 

aglomerasi Kabupaten Lamongan (khususnya disekitar Kecamatan Kota) 

membuka peluang adanya bencana kebakaran.  

B. Permasalahan dan Tantangan di Bidang Penataan Lingkungan 

Pada bidang penataan lingkungan, dihadapi permasalahan sebagai berikut : 

1) Sarana lingkungan hijau berupa ruang terbuka hijau dan taman jalan belum 

tersedia dengan baik sehingga belum dilakukan penataan dan pemeliharaan 



 

terhadap ruang terbuka hijau dan taman jalan ini. Selain itu pula banyaknya 

alih fungsi ruang terbuka hijau akibat pembangunan gedung yang tidak 

terencana semakin menurunkan kuantitas dan kulaitas sarana lingkungan 

tersebut.  

2) Banyaknya permukiman penduduk yang tergolong kumuh dapat 

menyebabkan penurunan citra kawasan. Permukiman kumuh tersebut 

memiliki keterbatasan sarana parasarana untuk berkembang menjadi 

permukiman sehat.  

3) Belum terkelolanya sarana parkir, reklame dan bis transmisi system (BTS) 

menjadikan sarana-sarana tersebut memiliki dampak negatif terhadap 

sosial dan lingkungan di wilayah perkotaan. 

4) Keberadaan Usaha Pedagang Kaki Lima di ruang-ruang publik yang tidak 

tertib ikut memberikan dampak negatif terhadap citra lingkungan yang 

serasi dan selaras. 

7.6.2. Permasalahan Di Bidang Bangunan Gedung  

1. Tata Bangunan Gedung 

Belum terimplementasinya perencanaan tata bangun dan lingkungan, sehingga 

keberadaan bangunan gedung di Kabupaten Lamongan dari sisi arsitekturalnya 

masih lemah, seperti tidak ada keserasian antar bangunan gedung pada 

kawasan pusat kota. Di sisi yang lain permasalahan kota terus berkembang dan 

semakin kompleks sehingga menuntut adanya penataan baik pada bangunan 

maupun lingkungan kota. Lamongan dalam Aglomerasi Perkotaan Lamongan 

lumayan cepat, sehingga menuntut penataan kawasan yang serasi melalui 

perencanaan tata bangunan dan lingkungan. Di samping itu adanya penataan 

bangunan dan lingkungan secara baik dan terkendali dapat mengurangi konflik 

kepentingan dalam pemanfaatan ruang kota, misalnya penggunaan untuk 

usaha-usaha informal.  

Adapun permasalahan tentang belum adanya penegakan hukum pada tata 

bangunan gedung disebabkan masih lemahnya lemahnya fungsi kontrol 

pemerintah terhadap pelaksanaan penataan ruang, bangunan dan lingkungan.  

 

 



 

2. Proteksi Kebakaran 

Permasalahan lain yang dihadapi adalah belum tertangani bencana kebakaran 

secara maksimal pada bangunan gedung baik di lingkungan perdagangan, 

perkantoran dan pemukiman. Ini disebabkan karena Kabupaten Lamongan 

hingga saat ini belum memiliki Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. 

Adanya rencana induk ini tentu saja akan mengatur tentang  penyediaan 

kebutuhan sarana penaggulangan bencana kebakaran yang harus dimiliki oleh 

bangunan gedung dan sesuai dengan kepadatan dan variasi bentuk bangunan 

gedung. 

7.6.3. Permasalahan Di Bidang Penataan Lingkungan 

1. Permukiman Kumuh  

Permukiman kumuh merupakan fenomena yang sering muncul di daerah 

perkotaan termasuk di Kabupaten Lamongan. Di daerah perkotaan, kondisi ini 

tidak lepas dari ketidakseimbangan pendapatan perekonomian masyarakat kota 

dan desa sehingga memunculkan arus perpindahan penduduk dari desa ke kota. 

Perpindahan ini tidak diimbangi dengan penataan ruang perkotaan yang baik 

dan peningkatan sumberdaya manusia yang terampil. Hal ini mendukung 

munculnya daerah-daerah kumuh perkotaan. Sedangkan di daerah perdesaan, 

faktor kemiskinan dan  ketidakpahaman masyarakat pedesaan terhadap pola 

hidup sehat memicu munculnya kawasan permukiman kumuh dan tidak layak 

huni perdesaan, seperti yang terjadi di Kecamatan Ngimbang dan Kecamatan 

Lamongan. 

2. Penataan Bangunan Tradisional Bersejarah 

Secara khusus, di Kabupaten Lamongan belum ada penyusunan produk untuk 

mengatur masalah konservasi terhadap bangunan tradisional bersejarah. 

Adapun keberadaan Bangunan tradisional bersejarah yang terdapat di 

Kabupaten Lamongan yang perlu dilestarikan seperi makam yang mengandung 

nilai budaya keislaman. 

3. Ruang Terbuka Hijau dan Taman Jalan 

Saat ini telah terjadi penurunan kuantitas dan kualitas ruang terbuka kota yang 

diakibatkan perubahan fungsi lahan sehingga membutuhkan penanganan yang 

cepat terhadap pengadaan dan penataan ruang terbuka kota demi 



 

meningkatnya citra kawasan kota. Ini juga disebabkan karena belum adanya 

sistem pengendalian pemanfaatan ruang terbuka kota , tata bangunan dan 

lingkungan. 

Keberadaan ruang terbuka kota sangat dibutuhkan karena mempunyai fungsi : 

1) media dan sarana sosial, misalnya sebagai ruang berkumpulnya individu-

individu masyarakat untuk kegiatan-kegiatan informal  

2) estetika, yaitu menambah keindahan dan keasrian kota. 

3) Lingkungan, yaitu mengurangi dampak polusi kota, pemanasan bumi serta 

daerah resapan kota.  

4. Sarana Parkir, Reklame dan Bangunan Telepon Selular (BTS) 

Sarana reklame, seperti papan iklan, baliho, spandulk dll,  merupakan salah satu 

sarana yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk memberikan dan 

memperoleh informasi Sampai saat ini sarana tersebut belum tertata secara 

baik. Dalam melakukan pengadaan maupun penataan sarana reklame pada 

ruang publik diperlukan masterplan sarana reklame. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat kebutuhan dan lokasi penempatan sarana reklame. Di 

samping itu dampak adanya aglomerasi perkotaan Lamongan menuntut 

keterpaduan dari berbagai aspek, diantaranya adalah sarana reklame. Sering 

penempatan sarana reklame tidak tertata atau tertib dengan asal menempatkan 

sesuai dengan keinginan sponsor, akibatnya sarana reklame ini sering 

mengganggu pengguna jalan dan dalam jangka panjang dapat menurunkan 

kualitas ruang kota.   

Selain sarana reklame persoalan parkir juga perlu menjadi perhatian karena 

selalu menjadi keluhan bagi pengguna jalan dan parkir itu sendiri. Sampai saat 

ini penempatan parkir yang berada di kawasan perdagangan wilayah 

Kabupaten Lamongan masih banyak menggunakan ruang publik yaitu trotoar 

dan badan jalan. Ini tentu saja berdampak kepada fungsi jalan sebagai sarana 

sirkulasi yang tidak berjalan baik. Kemacetan lalu lintas, Kecelakaan lalu lintas  

dan  ketidaknyamanan pejalan kaki dalam menggunakan trotoar merupakan 

dampak negatif dari ketidaktertiban parkir selama ini. Sehingga ini menuntut 

penyediaan kantong parkir yang kondusif yang disesuaikan dengan tingkat 

kebutuhan kawasan yang ada. Kawasan perdagangan merupakan kawasan yang 



 

sangat ramai dikunjugi oleh masyarakat sehingga tentu saja membutuhkan 

kantong parkir yang memadai 

Saat ini di Kabupaten Lamongan telah berkembang banyak provider/ operator 

telepon seluler. Persaingan untuk memberikan pelayanan yang terbaik di antara 

masing-masing operator telepon seluler salah satunya diwujudkan dengan 

perluasan jangkauan area signal. Untuk mendukung hal ini pendirian BTS terus 

dikembangkan. Akibatnya penentuan lokasi bangunan tidak terencana dengan 

baik karena berada pada kawasan permukiman kota. Tentu saja hal ini memiliki 

dampak yang negatif pada sektor sosial, kesehatan maupun kualitas lingkungan 

atau kawasan 

5. Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Keberadaan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Lamongan, tepatnya disekitar 

Kecamatan Kota yang menjadi CBD Kabupaten Lamongan dengan aglomerasi 

kegiatan yang multisektor membuka peluang, baik dari sisi ruang maupun sisi 

peluang ekonomi yang saat ini telah dimanfaatkan PKL di Kabupaten Lamongan.  

Keberadaan lokasi PKL di Kabupaten Lamongan yang tidak tertata dan sering 

menggunakan ruang publik yang memiliki dampak negatif pada pembangunan. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penataan PKL dengan terlebih dahulu 

melakukan studi karakteristik PKL dan dampaknya terhadap pembangunan. 

Sampai saat ini penataan PKL oleh pemerintah daerah sering dilakukan secara 

sporadis bahkan represif tanpa didasari dengan perencanaan yang matang dan 

didasari pedoman penataan yang baku.dan tawaran solusi yang tetap menjaga 

eksistensi usaha informal. Oleh karena itu dibutuhkan pedoman penataan usaha 

PKL yang terpadu dan dapat dijadikan landasan bersama baik pemerintah 

daerah maupun PKL itu sendiri. Di samping itu kondisi bentuk bangunan usaha 

PKL yang tidak rapi dan cenderung kumuh sering ditinggalkan oleh PKL setelah 

bekerja. Kondisi bangunan yang tidak fleksibel dan sangat 

mengganggu/memenuhi ruang publik menyebabkan bangunan usaha PKL tidak 

dapat ditata dengan baik. PKL membutuhkan bangunan usaha yang lebih 

fleksibel dan ramah lingkungan. Penggunaan ruang publik oleh PKL ini karena 

tidak tersedianya lahan-lahan untuk usaha informal seperti PKL dan bentuk 

bangunan usaha PKL yang tidak fleksibel.  Akhirnyat PKL cenderung tidak tertib 



 

dan mengeksploitasi ruang publik. Sehingga dibutuhkan penertiban PKL pada 

semua aspek. 

Dengan alasan untuk mendekati konsumennya PKL sering menempatkan 

usahanya di sepanjang Jalan Protokol Kota sehingga menghilangkan citra 

kawasan dan mengganggu pemandangan ketertiban jalan-jalan tersebut 

terutama bila ada kunjungan tamu pemerintahan atau wisatawan  

Salah satu kesulitan dalam menata PKL adalah dikarenakan mental PKL yang 

cenderung tidak mau ditata, mau menguasai secara penuh lahan publik yang 

ada dan tidak memiliki modal yang memadai untuk usaha, sering menyebabkan 

PKL mengambil jalan pintas dan ilegal dalam menjalankan usahanya. Perilaku 

itu tercermin perolehan lahan untuk usaha dengan cara dalam jual beli kapling 

ilegal, penggunaan sarana listrik dan pembayaran restribusi yang ilegal. Di sisi 

lain PKL juga sering tidak memahami pentingnya kebersihan dan perawatan 

lingkungan membuat usaha PKL cenderung kumuh dan tidak ramah lingkungan.  

7.6.4. Rekomendasi 

A. Penataan Bangunan Gedung 

1. Untuk menangani permasalahan penataan bangunan gedung maka 

diperlukan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan khususnya 

pada wilayah Ibu Kota Kabupaten Lamongan yang menjadi CBD Kabupaten 

Lamongan. 

2. Perlu ada sosialisasi RTBL yang telah disusun kepada masyarakat secara 

umum 

3. Untuk menegakkan hukum pada sektor penataan bangunan gedung perlu 

dilakukan legalisasi rencana tata bangunan dan lingkungan yang telah 

disusun (diperdakan). 

4. Perlu ada langkah-langkah penguatan fungsi kelembagaan dalam 

penegakan hukum di bidang penataan bangunan dan lingkungan. 

5. Untuk menanggulangi bencana kebakaran perlu disusun Rencana Induk 

Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) 

 

B. Penataan Lingkungan 

1. Pelestarian Bangunan Tradisional Bersejarah 



 

Untuk melestarikan dan merevitalisasi kawasan wisata  dan bangunan 

tradisonal bersejarah perlu disusun program penataan dan revitalisasi 

khusus untuk kawasan wisata dan tradisional bersejarah yang dilengkapi 

dengan dokumen RTBL Kawasan Religi. 

Penyusunan RTBL Kawasan Religi Sendangdhuwur dan Kawasan Religi 

Sunan Drajat. 

2. Permukiman Kumuh  

Untuk meningkatkan kualitas pemukiman penduduk utamanya kawasan 

kumuh di Kabupaten Lamongan maka diperlukan penanganan yangn serius 

pada  lokasi-lokasi antara lain : Kawasan Weru Komplek Kecamatan Paciran 

yang terdapat pada 4 desa yaitu Weru, Sidokumpul, Paloh dan Warulor, 

Kawasan Sendangharjo Kecamatan Brondong, Kawasan Blimbing 

Kecamatan Paciran, Kawasan Tlogoretno Kecamatan Brondong 

Penanganan diatas diharapkan mampu meningkatkan kualitas perumahan 

dalam skala kawasan dan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2014 dan 

seterusnya. Disamping  perlu dilakukan  peningkatan PSD Permukiman baik 

itu di ibu kota Kabupaten Lamongan maupun Wilayah –wilayah yang 

memiliki pertumbuhan cepat seperti Babat, Paciran dan Brondong. 

3. Ruang Terbuka Hijau dan taman Jalan 

a. Perlu diimplementasikan pemetaan dan studi karakter ruang kota pada 

produk rencana yang sudah disusun, sehingga dapat diketahui pola, 

tingkat kebutuhan dan lokasi pengadaan ruang terbuka kota. 

b. Perlu ada penyusunan masterplan taman jalan dan ruang terbuka hijau 

sebagai acuan pemerintah kabupaten 

c. Perlu ada pemberdayaan SDM di bidang perawatan taman jalan dan 

pengadaan ataupun penambahan sarana pendukung perawatan taman 

jalan. Keberadaan tenaga opersional dibidang perawatan taman jalan 

harus ditunjang dengan sarana pendukung perawatan, misalnya mobil 

penyiram tanaman, mesing pemotong rumput dll. 

4. Sarana Reklame, Parkir dan BTS 

a. Untuk menertibkan sarana reklame perlu dibuat master plane penataan 

sarana reklame di ruang publik 



 

b. Untuk menertibkan kawasan parkir perlu dilakukan manajemen dan 

pengelolan kawasan parkir 

c. Diperlukan penataan pendirian bis transmisi system dengan terlebih 

dahulu melakukan studi dampak keberadaan bis transmisi system di 

kawasan permukiman kota. Studi ini akan dilanjutkan dengan 

penyusunan regulasi pendirian dan penataan BTS. 

5. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

a. Diperlukan pengaturan khusus bagi PKL yang menempati Jalan 

Protokol Kota yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan 

PKL dan tidak semakin membebani usaha PKL  dengan Penyusunan 

Studi Penataan PKL  

b. Perlu penyediaan  bangunan usaha PKL yang baik 

c. Diperlukan pembinaan oleh pemerintah daerah setempat melalui jalur 

kelembagaan PKL misalnya koperasi atau paguyuban yang memberikan 

berbagai macam pelatihan dan penyuluhan.  

 

7.7. ARAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 
KAWASAN PERMUKIMAN (RP2KP)  

Permukiman pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni 

kawasan permukiman perkotaan yang dapat diindikasikan juga sebagai Ibukota 

Kecamatan. Wilayah ini di dominasi kegiatan yang difungsikan untuk kegiatan yang 

bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada 

wilayah sekitarnya. Sedangkan kawasan permukiman pedesaan adalah suatu 

kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan 

pertanian, tegalan, perkebunan sebagian diantaranya memiliki aksesibilitas yang 

kurang jumlah sarana dan prasarana penunjang terbatas pada pelayanan kecil.  

Untuk wilayah kabupaten Lamongan berdasarkan tinjauan terhadap 

masterplan kawasan pemukiman (RP4D), rencana pemukiman dibagi kedalam empat 

tipologi pemukiman. topologi ini dilihat berdasarkan karakteristik perkembangan 

wilayah Kabupaten Lamongan. Adapun tipologi tersebut meliputi : 

a. Kawasan pertanian/pegunungan, sebagian besar terdapat didaerah yang terletak 

dibagian selatan Kabupaten Lamongan. 



 

Kawasan ini tumbuh dan berkembang karena tuntutan lahan mata pencaharian. 

cirinya adalah bahwa masyarakat yang memiliki mata pencaharian sejenis dan 

tempat kerja yang berdekatan mengelompok membentuk sebuah kampung. 

b. Kawasan perkotaan, sebagian besar terdapat didaerah yang terletak dekat 

dengan jalan utama kabupaten (bagian tengah Kabupaten Lamongan). 

Kawasan perkotaan ditandai dengan angka kepadatan penduduk yang relatif 

lebih tinggi dari kawasan lainnya, kondisi rumah umumnya udah baik (dinding 

permanen, lantai ubin/keramik, atap genteng), kepadatan bengunan sedang 

hingga tinggi, prasarana dan sarana lengkap dan bahkan sebagai penyangga 

daerah sekitarnya. 

Potensi terhadap pengembangan kawasan perumahan sangat besar, sedangkan 

lahan kosong yang tersedia masih memungkinkan untuk pengembangan 

tersebut.  

c. Kawasan potensial, terdapat pada daerah-daerah yang mempunyai 

kecenderungan perkembangan yang pesat dan umumnya terletak pada posisi 

strategis. 

Kawasan ini berkembang/terbentuk karena potensi strategis kawasannya 

(terletak di jaringan jalan utama (jalur utama) regional serta cepat berkembang. 

hal tersebut terlihat dari angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat . 

angka pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, kondisi rumah umumnya 

sudah baik (dinding permanen, lantai ubin/keramik, atap genteng), kepadatan 

bangunan sedang hingga tinggi, prsarana dan sarana dapat dikatakan cukup dan 

terus melengkapi.  

Potensi terhadap perkembangan kawasan perumahan sangat besar, sedangkan 

lahan kosong yang tersedia masih memungkinkan untuk perkembangan tersebut. 

Kawsan pesisir, sebagian besar terdapat di daerah yang terletak di bagian Utara 

Kabupaten Lamongan. 

7.7.1. Kawasan Permukiman Perdesaan 

Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman 

pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan 

dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana 

penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada. Luas kawasan permukiman 



 

perdesaan di Kabupaten Lamongan adalah 6.410,33 Ha atau 3,9 % dari luas wilayah 

kabupaten. 

Secara fisiografis permukiman perdesaan di Kabupaten Lamongan terletak di 

wilayah pergunungan dataran tinggi dan dataran. Setiap lokasi memiliki karakter 

tersendiri dan memerlukan penanganan sesuai karakter masing-masing. 

Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah pegunungan dan 

dataran tinggi kegiatan, pengembangan permukiman diarahkan pada pertanian 

tanaman keras, perkebunan dan sebagian hortikultura, dan pariwisata. Kawasan ini 

terdapat di Solokuro, Sekaran, Kedungpring, Sugio, Kembangbahu, Sarirejo, Modo, 

Mantup, Bluluk, Sukorame dan Sambeng. Pada kawasan ini perkembangan 

permukiman harus diarahkan membentuk cluster dengan pembatasan 

pengembangan permukiman pada kawasan lindung. 

Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah, 

umumnya memiliki kegiatan pertanian sawah, tegal, kebun campur, termasuk 

peternakan dan perikanan darat. Sebagian besar permukiman perdesaan yang 

terletak pada dataran rendah memiliki kondisi tanah yang subur. Lahan kosong yang 

terletak pada tengah permukiman dan sepanjang jalan utama merupakan kawasan 

yang rawan perubahan pengunaan lahan dari kawasan pertanian menjadi kaswasan 

terbangun. Pada kawasan ini diperlukan pembatasan pengembangan untuk kawasan 

terbangun. Kawasan perdesaan ini terletak di Kecamatan Laren, Maduran, 

Karanggeneng, Kalitengah, Tikung, Karangbinangun dan Glagah. Pada kawasan 

permukiman perdesaan yang ada di Kabupaten Lamongan yang didominasi oleh 

pertanian berbentuk  kawasan agropolitan dan minapolitan.  

A. Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan 

Agropolitan didefinisikan sebagai sebuah kota pertanian yang tumbuh dan 

berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agrobisnis serta mampu 

melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di 

wilayah sekitarnya (hinterland). Sistem agrobisnis merupakan pembangunan 

pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak hanya usaha budidaya (on 

farm) tetapi juga meliputi pembangunan agrobisnis hulu (penyediaan sarana 

pertanian), agrobisnis hilir (prosesing dan pemasaran hasil pertanian), dan jasa 

lainnya. 



 

Konsep dasar pengembangan agropolitan adalah sebagai upaya menciptakan 

pembangunan inter-regional berimbang, khususnya dengan meningkatkan 

keterkaitan pembangunan kota-desa (rural-urban linkage) melalui 

pengembangan kawasan perdesaan yang terintegrasi di dalam sistem 

perkotaan secara fungsional dan spasial. Pengembangan ekonomi masyarakat 

pedesaan diupayakan melalui optimalisasi sumberdaya lokal dengan 

pengembangan ekonomi dan investasi dibidang prasarana dan sumberdaya 

alam. Pengembangan ekonomi agropolitan harus lebih bertumpu pada 

pembangunan sistem dan usaha agribisnis, dimana seluruh sub-sistem 

agribisnis (budidaya, sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran, 

dan jasa) dibangun secara simultan dan harmonis. 

Pemilihan kawasan Agropolitan melalui studi kelayakan atau analisa 

komoditas-komoditas unggulan yang mempunyai prospek yang paling tinggi 

dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

berkesinambungan.  Atas dasar hasil kelayakan tersebut baru dipilih lokasi 

kawasannya. Pemilihan diarahkan kepada kawasan pertanian yang 

pengembangan komoditas unggulannya mempunyai keuntungan menghasilkan 

nilai tambah dan devisa yang besar. Budidaya komoditas unggulan yang sudah 

berkembang hendaknya diprioritaskan untuk didukung oleh sektor hilirnya 

(pengolahan hasil dan pemasarannya) sehingga nilai tambahnya meningkat. 

Pemilihan lokasi Agropolitan di Kabupaten Lamongan dikaji melalui (3) tiga 

pendekatan, yaitu : 

1. Kawasan Agropolitan berdasarkan RTRW Kabupaten Lamongan. 

2. Kawasan Agropolitan berdasarkan Peringkat Potensi Pertanian Kawasan 

(Analisa Kuantitatif). 

3. Kawasan Agropolitan berdasarkan ketersediaan Infrastruktur (Analisa 

Kualitatif). 

Dari analisa ketiga hal tersebut Kecamatan Ngimbang mempunyai potensi yang 

lebih unggul dibanding kesepuluh Kecamatan lainnya sehingga layak untuk 

ditetapkan sebagai Pusat Agropolitan di Kawasan Selatan Kabupaten 

Lamongan.  

 



 

Berdasarkan RTRW Kabupaten Lamongan ternyata Kecamatan Ngimbang 

ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan Koridor VI yang meliputi Kecamatan 

Ngimbang, Bluluk, Sambeng, Mantup dan Sukorame. 

Kecamatan/kota Ngimbang diharapkan dapat menjadi pemacu perkembangan 

di bagian selatan Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu Ngimbang diarahkan 

memiliki fungsi-fungsi kegiatan dalam lingkup regional sehingga arus barang 

dan modal dan manusia di wilayah Lamongan bagian selatan dapat terlayani 

dan terpenuhi di kecamatan/kota Ngimbang. Selain itu fungsi kota tersebut 

diharapkan dapat menunjang pengembangan kawasan untuk  : 

• Mengembangkan pasar regional sebagai sarana pemasaran sektor kegiatan 

produksi khususnya untuk wilayah Lamongan bagian selatan. 

• Mengembangkan fasilitas umum dengan skala regional seminal rumah sakit 

umum dan rest area pada jalur kolektor primer Babat-Ngimbang. 

• Mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan 

• Melestarikan keberadaan hutan sebagai daerah tangkapan air sekaligus 

sebagai cadangan pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten 

Lamongan dan konservasi air dan tanah. 

Program pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Ngimbang di 

Kabupaten Lamongan akan dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu 

perencanaan selama 5 tahun. Setelah berakhirnya masa implementasi program 

yang dijabarkan tiap tahunnya dengan sebaik-baiknya, maka diharapkan 

Kawasan Agropolitan Ngimbang akan muncul sebagai kawasan pertanian 

andalan yang menjadi pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian tanaman 

pangan, hortikultura dan perkebunan serta komoditas ternak dengan 

menguasai pasar regional dan nasional. Wujud kawasan tersebut hendaknya 

didukung secara serius oleh masyarakat yang bertindak sebagai objek 

pembangunan yang berperan sebagai aktor dalam pelaksanaan pengembangan 

kawasan dan pemerintah sebagai fasilitator yang memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat untuk mengembangkan kawasan. 

Skenario pengembangan kawasan pada dasarnya ditetapkan bersadarkan 

beberapa pertimbangan sesuai dengan potensi, masalah, dan karakteristik 

kawasan, yaitu : 



 

1. Tersedianya informasi lahan detail dalam bentuk Sistem Informasi Geografi 

(SIG) dalam memandu pengembangan biofisik kawasan. 

2. Pembekalan tentang sistem dan usaha agrobisnis yang berwawasan 

lingkungan melalui program peningkatan sumberdaya manusia. 

3. Peningkatan jaringan jalan, fasilitas perekonomian, fasilitas pelayanan, dan 

faslitas umum yang mendukung pengembangan kawasan.  

4. Memberdayakan kelembagaan sesuai fungsinya dan memperkuat 

permodalan dengan pendampingan yang intensif terhadap unit-unit usaha 

dalam masyarakat. 

5. Memberikan kemudahan bagi kemitraan dan investor yang akan berperan 

dalam mengembangkan kawasan. 

Hasil analisa potensi komoditas pertanian, baik tanaman pangan, tanaman 

perkebunan, tanaman holtikultura serta potensi peternakan dan potensi hutan 

yang didasarkan kemampuan lahan, partisipasi dan keinginan masyarakat dan 

pemerintah, dukungan sarana dan prasarana dan prospek pasar, maka dapat 

ditetapkan pusat-pusat Wilayah Pengembangan Agribisnis (WPA) sebagai 

berikut : 

1. Wilayah Pengembangan Agribisnis (WPA) Tanaman Pangan 

Berada di Desa Slaharwotan, Kakat Penjalinan, Lamongrejo, Munungrejo, 

Sendangrejo dan Ngimbang dengan pusat pengembangan di Desa 

Ngimbang. 

2. Wilayah Pengembangan Agribisnis (WPA) Tanaman Holtikultura 

Berada  di  Desa Jejel, Ngasem Lemahbang, Lawak, Drujugurit, Tlemang, 

Girik dan Purwokerto dengan pusat pengembangan di Desa Jejel. 

3. Wilayah Pengembangan Agribisnis (WPA) Tanaman Perkebunan 

Berada  di  Desa Kedung Mentawar, Gagangtingan, Gebangangkrik, 

Durikedungrejo, Mendogo dan Purwokerto dengan pusat pengembangan di 

Desa Gebangangkrik. 

Program pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Ngimbang di 

Kabupaten Lamongan akan dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu 

perencanaan selama 5 tahun. Setelah berakhirnya masa implementasi program 

yang dijabarkan tiap tahunnya dengan sebaik-baiknya, maka diharapkan 



 

Kawasan Agropolitan Ngimbang akan muncul sebagai kawasan pertanian 

andalan yang menjadi pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian tanaman 

pangan, hortikultura dan perkebunan serta komoditas ternak dengan 

menguasai pasar regional dan nasional. Wujud kawasan tersebut hendaknya 

didukung secara serius oleh masyarakat yang bertindak sebagai objek 

pembangunan yang berperan sebagai aktor dalam pelaksanaan pengembangan 

kawasan dan pemerintah sebagai fasilitator yang memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat untuk mengembangkan kawasan. 

Skenario pengembangan kawasan pada dasarnya ditetapkan bersadarkan 

beberapa pertimbangan sesuai dengan potensi, masalah, dan karakteristik 

kawasan, yaitu : 

1. Tersedianya informasi lahan detail dalam bentuk Sistem Informasi Geografi 

(SIG) dalam memandu pengembangan biofisik kawasan. 

2. Pembekalan tentang sistem dan usaha agrobisnis yang berwawasan 

lingkungan melalui program peningkatan sumberdaya manusia. 

3. Peningkatan jaringan jalan, fasilitas perekonomian, fasilitas pelayanan, dan 

faslitas umum yang mendukung pengembangan kawasan.  

4. Memberdayakan kelembagaan sesuai fungsinya dan memperkuat 

permodalan dengan pendampingan yang intensif terhadap unit-unit usaha 

dalam masyarakat. 

5. Memberikan kemudahan bagi kemitraan dan investor yang akan berperan 

dalam mengembangkan kawasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 7.14. Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan 

No Permasalahan Pemecahan Masalah Arah Kebijakan Program Implementasi 
1 Masih adanya sarana prasarana yang 

penempatannya tidak berwawasan 
lingkungan 

1. Perubahan, Penambahan dan 
Pengembangan sarana dan Prasrana 
sesuai dengan RTRW yang 
berwawasan lingkungan 
 

1. Membuka aksesibilitas 
wilayah, peningkatan fasilitas 
umum dan perekonomian 
yang menunjang 
keberhasilan pengembangan 
kawasan agropolitan. 

2. Pengembangan sarana 
sarana dan Prasrana sesuai 
dengan RTRW yang 
berwawasan lingkungan. 

3. Meningkatkan pembangunan 
&  infrastruktur desa dengan 
pengadaan sarana dan 
prasarana pertanian 

4. Mengoptimalkan 
pemanfaatan sumber daya 
alam, sarana prasarana 
pertanian melalui 
optimalisasi lahan ,air irigasi, 
sumber air, pengembangnan 
komoditas prospektif 
pengembangan data akurat , 
pengembangan dan 
pemanfaatan teknologi. 

I. PROGRAM PENGEMBANGAN 
SARANA DAN PRASRANA  
PRODUKSI PERTANIAN 
1. Peningkatan pasokan air baku 

melalui 
pembangunan/rehabilitasi  
saluran irigasi dan sumur-sumur 
bor 

2. Pelatihan pengelolaan dan 
perawatan Sarana dan Prasarana 
Irigasi 

3. Membangun dan merehabilitasi 
embung atau waduk dengan 
membendung sungai Lamongan  

4. Mendata-data sumber air baku 
yang ada kemudian Pengadaan 
Perencanaan Saluran Irigrasi 

5. Pembangunan/rehabilitasi 
kantor BPP/KKA 

2 
 

Terbatasnya sarana dan prasarana 
dalam mendukung peningkatan 
produktifitas, pengelolahan hasil dan 
pemasaran hasil pertanian, 
peternakan dan perikanan 

2. Meningkatkan jumlah sarana dan 
prasarana fasilitas umum yang 
menunjang keberhasilan 
pengembangan kawasan agropolitan  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

No Permasalahan Pemecahan Masalah Arah Kebijakan Program Implementasi 
3 Kondisi Air baku terbatas sehingga 

menyebabkan tanaman pertanian 
tidak tercukupi kebutuhan airnya 

 Studi air baku 
 Konservasi air baku melalui kerja 

sama dengan Bapeda& Dinas 
Pekerjaan Umum 

 Pengadaan distribusi pupuk  melalui 
BPP, Koperasi, dan Distributor pupuk 

 Penyediaan sumur pompa & 
seperangkat desel 

 Pemenuhan pengairan 
lahan/penyaluran saluran irigasi 

 Pembangunan Embung di Sumur 
Pompa dengan kerjasama dengan 
Dinas Pengairan 

 6. Bantuan Peralatan pengolahan 
hasil Pertanian 

7. Pembangunan/rehabiltasi  pasar 
8. Pengadaan Lumbung desa 
9. Pembangunan /Perbaikan jalan 

untuk akses pasar (jalan pasar desa 
dan jalan usaha tani) 

10. Pengadaan alat dan mesin 
Pertanina (ALSINTAN) 

11. Pengadaan ruang pamer produk 
unggulan 

12. Pengadaan Gudang penyimpanan 
hasil pertanian. 

13. Sinergitas kios pupuk resmi dengan 
kelompok Tani. 

 

4 Pembangunan Infrastruktur yang 
tidak  merata 

 Meningkatkan pembangunan &  
infrastruktur desa dengan pengadaan 
sarana dan prasarana pertanian 

5 Pemenuhan, pengadaan, dan 
pendistribusian pupuk yang kurang 
memenuhi kebutuhan masyarakat 

 Penyuluhan dan Pengendalian hama 
melalui  Balai Penyuluh Pertanian 
(BPP & PPL) , Dinas Perdagangan & 
Dinas Pariwisata 
 Meningkatkan Pemasaran hasil 
mengkudu dengan Penyuluhan 
tentang kegunaannya 
 Adanya kerjasama dengan pihak 
swasta 
 Mengadakan simpan pinjam dalam 
pemenuhan & pengadaan pupuk 

 II. PROGRAM PENINGKATAN 
PEMASARAN HASIL PRODUKSI 
PERTANIAN 
1.  Pembangunan sarana dan 

prasarana pasar produksi hasil 
pertanian. 

2. Promosi atas hasil produksi 
pertanian. 

3. Pembangunan pusat-pusat 
penampungan produksi hasil 
pertanian. 

4. Pengelolaan informasi permintaan 
pasar atas hasil produksi pertanian. 

5. Penyuluhan kualitas dan teknis 
kemasan hasil produksi pertanian. 

6. Penyuluhan distribusi pemasaran 
atas hasil produk pertanian. 

Sumber : Mastereplan Agropolitan
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B. Kawasan Minapolitan 

Pencanangan program Minapolitan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP) merupakan langkah "political will" dari pemerintah untuk sektor 

kelautan dan perikanan. Namun kesuksesan untuk menaikkan produksi 

perikanan tergantung pada kebijakan pemerintah daerah  

Pada 2014 Pemerintah (KKP) mentargetkan total volume produksi perikanan 

nasional meningkat menjadi 350% dari produksi saat ini (9 juta ton), yakni 

sebesar 31,5 juta ton. Target ini bisa dipenuhi dari usaha perikanan tangkap di 

laut sebesar 5,2 juta ton atau 80% dari MSY (6,4 juta ton/tahun) mengikuti 

anjuran FAO’s Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995); 0,6 juta ton dari 

usaha perikanan tangkap di perairan umum; dan 25,7 juta ton dari usaha 

perikanan budidaya. 

Kemeterian Kelautan dan Perikanan akan memacu pertumbuhan 

perekonomian daerah dengan meningkatkan implementasi program 

minapolitan yang menjadi salah satu andalan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. Program Minapolitan dan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan merupakan sentuhan 

yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan 

perikanan. Program ini diyakini dapat meningkatkan produksi perikanan 

karena KKP menargetkan produksi perikanan sebesar 12,26 juta ton pada 

2011 dan 22,39 juta ton pada 2014. Sinergitas pusat-daerah harus dilakukan 

dalam tiga hal yaitu sinkronisasi tujuan, sinergi pola pembiayaan dan 

konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan arahan kebijakan 

pemerintah pusat. Pelaksanaan program minapolitan memiliki tiga tujuan 

yaitu meningkatkan produksi serta kualitas, meningkatkan pendapatan 

nelayan, pembudidaya serta pengolah ikan, dan mengembangkan kawasan 

ekonomi kelautan dan perikanan untuk menggerakan ekonomi daerah.  

Menurut UU Penataan Ruang No 26/2007, Minapolitan adalah kawasan yang 

terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai 

sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang 

ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan 

sistem permukiman dan sistem minabisnis. Kawasan sentra perikanan 
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budidaya/tangkap (minapolitan) merupakan kota perikanan yang tumbuh dan 

berkembang karena berjalannya sistem dan usaha minabisnis serta mampu 

melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan perikanan di 

wilayah sekitarnya. 

Kawasan sentra perikanan terdiri dari kota perikanan dan desa-desa sentra 

produksi perikanan yang ada disekitarnya dengan batasan yang tidak 

ditentukan oleh batasan administrasi pemerintah, tetapi lebih ditentukan 

dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada. 

Kriteria umum yang menjadi acuan dalam perencanaan pengembangan 

kawasan minapolitan adalah : 

a) Penggunaan lahan untuk kegiatan perikanan harus memanfaatkan potensi 

yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan 

aspek kelestraian lingkungan 

b) Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan 

indikasi geografis dilarang utnuk dialih fungsikan 

c) Kegiatan perikanan skala besa, baik yang menggunakan lahan luas ataupun 

teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian Amdal sesuai dengan 

ketentuan perundangan yang berlaku 

d) Kegiatan perikanan skala besar, harus diupayakan menyerap sebesar 

mungkin tenaga kerja setempat 

e) Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan 

kesesuaian lahan dan RTRW. 

Sedangkan kriteria secara khusus adalah : 

1) Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan daerah 

2) Mempunyai sektor ekonomi unggulan yang mampu mendorong kegiatan 

ekonomi sektor lain dalam kawasan itu sendiri maupun di kawasan 

sekitarnya 

3) Memiliki keterkaitan kedepan (daerah pemasaran produk-produk yang 

dihasilkan) maupun kebelakang (suplai kebutuhan sarana produksi) dengan 

beberapa daerah pendukung. 
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4) Memiliki kemampuan untuk memelihara sumberdaya alam sehingga dapat 

dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mampu menciptakan kesejahteraan 

ekonomi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. 

5) Khusus untuk kegiatan perikanan budidaya, memiliki luasan areal budidaya 

eksisting minimal 200 ha. 

Kabupaten Lamongan mempunyai potensi perikanan yang cukup besar. 

Potensi ini meliputi potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. 

Dengan panjang pantai yang mencapai 47 km2, Kabupaten Lamongan 

mempunyai potensi perikanan laut yang cukup menjanjikan. Usaha 

penangkapan ikan laut di Kabupaten Lamongan terpusat di perairan Laut Jawa 

pada wilayah Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran yang memiliki 5 

(lima) Tempat Pendaratan Ikan (TPI), yaitu mulai dari arah timur ke barat 

(Weru, Kranji, Brondong, Labuhan dan Lohgung). Dilihat dari produksinya 

paling tinggi adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang mencapai 

kurang lebih 100 ton/hari, dibandingkan dengan keempat pangkalan 

pendaratan ikan yang lain yaitu Weru, Kranji, Labuhan dan Lohgung yang 

hanya mencapai 10 ton/hari. Jumlah fishing base yang terdapat di Kabupaten 

Lamongan ada 16 buah lokasi, di Kecamatan Paciran ada 12 (dua belas) yaitu : 

di Desa Weru Lor, Sidokumpul, Weru, Paloh, Sidokelar, Kemantren, Banjarwati, 

Kranji, Tunggul, Paciran, Kandang Semangkon, dan Blimbing. Sedangkan di 

Kecamatan Brondong ada 4 (empat) yaitu : Brondong, Sedayu Lawas, Labuhan, 

dan Lohgung. Diantara fishing base tersebut 5 diantaranya juga merupakan 

pangkalan pendaratan ikan yaitu : Lohgung, Labuhan, Brondong, Kranji dan 

Weru. 

Secara umum produksi hasil tangkapan perikanan di wilayah Kabupaten 

Lamongan, Laut utara Jawa Timur sebagai berikut : 

1.  Produksi ikan permukaan didominasi oleh jenis ikan layang, yaitu 

mencapai 24,48 %, produksi ikan dasar di dominasi oleh ikan Kuningan 

sebesar 20,55 %, produksi ikan karang di dominasi oleh ikan bambangan 

sebesar 3,52%, produksi cumi-cumi sangat rendah yaitu: sebesar 0,74%, 

begitu pula untuk produksi udang yang mencapai 0,28%. 
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2.  Komposisi produksi ikan-ikan permukaan (pelagis) mencapai 51,14% 

yang tidak jauh beda dengan produksi ikan dasar (demersal), sehingga 

aktifitas dan lapangan kerja usaha perikanan pelagis dan demersal di 

perairan Laut Jawa keduanya memegang peranan penting terhadap 

perolehan produksi ikan, lapangan kerja dan pendapatan nelayan. 

3.  Dengan tersedianya bahan baku industri, dari jenis ikan yang cukup, 

sekalipun relative bervariasi, maka perikanan laut di wilayah Kabupaten 

Lamongan, Laut utara Jawa Timur menunjukkan tipe perikanan multi 

spesies yang sebenamya. 

Potensi budidaya perikanan air payau tersebar disepanjang pantai utara 

Kabupaten Lamongan pada Kecamatan Paciran dan Brondong dengan luas 

areal kurang lebih 1.380,05 ha. Kegiatan budidaya yang dikerjakan adalah 

usaha budidaya udang vannamei, udang windu, bandeng dan kerapu. Budidaya 

udang vannamei merupakan pencanangan program revitalisasi budidaya 

perikanan untuk menumbuh kemnangkan produksi udang sebagai komoditas 

ekspor. 

Sedangkan luas areal budidaya di Kabupaten Lamongan adalah 24.092,14 Ha 

yang terdiri dari tambak payau(1.379,7 Ha), sawah tambak (22.370,84Ha) dan 

Kolam (341,6Ha). Areal budidaya jenis sawah tambak tersebar di 17 

Kecamatan yang sebagian besar berada pada wilayah tengah Kabupaten 

Lamongan, sedangkan areal tambak tersebar di 2 Kecamatan yang semuanya 

berada wilayah Lamongan bagian utara atau pesisir untuk budidaya air tawar 

atau kolam tersebar di 19 Kecamatan.  

Selain budidaya yang dilakukan di air payau, Kabupaten Lamongan juga 

mempunyai wilayah bonorowo yang biasanya digunakan untuk budidaya ikan 

dan tanaman padi, atau yang biasan disebut dengan sawah tambak. Jenis ikan 

yang biasa dibudidayakan adalah ikan bandeng, tawes, ikan mas, udang windu, 

udang vannamei, nila mujair dan lele. 

Distribusi pemasaran komoditi hasil perikanan di Kabupaten Lamongan 

dilakukan melalui pasar lokal dan pemasaran antar kota. Komoditi hasil 

perikanan yang dipasarkan melalui pasar lokal antara lain, ikan – ikan segar 

dan ikan – ikan yang diolah secara tradisional. Dalam 10 tahun terakhir, jenis 
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ikan segar yang didistribusikan masuk ke Kabupaten Lamongan lebih rendah 

dibanding jumlah ikan yang didistribusikan ke luar daerah, menunjukan bahwa 

jumlah  permintaan ikan dari daerah luar daerah Lamongan lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan jumlah permintaan ikan dari daerah Lamongan. 

Untuk menunjang pemasaran lokal maupun di luar daerah Lamongan, 

diperlukan sarana dan prasarana pemasaran yang memadai, Melalui 

pemasaran yang baik nantinya akan turut mendorong para nelayan, 

pembudidaya ikan dan para pelaku industri pengolahan perikanan untuk dapat 

menaikan produksinya. Sarana dan prasarana yang dimaksud antaralain 

adanya pasar umum, TPI beserta peralatan penunjang lainya yaitu Cold Box, 

garam, Dry Ice dan lain – lain. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Kabupaten 

Lamongan memilki empat buah Tempat Pelalangan Ikan (TPI), yaitu TPI 

Brondong, TPI Kranji, TPI Weru, TPI Lohgung yang kedudukannya menyokong 

perkembangan pemanfaatan sumberdaya laut di Kabupaten Lamongan. 

Permasalahan  Budidaya Perikanan di Kawasan Minapolitan  Kecamatan 

Glagah, Kabupaten Lamongan 

1. Sarana Dan Prasarana 

a. Jalan Produksi 

b. Saluran Pasok Dan Saluran Buang ( Inlet Dan Outlet ) Menyatu 

c. Saluran Irigasi Menyempit Dan Dangkal 

d. Pematang Tambak Pendek 

e. Pintu Air Tambak 

2. Proses Produksi 

a. Teknologi Masih Tradisional 

b. Mutu Benih Rendah 

c. Pengolahan Lahan Jarang Dilakukan 

d. Residu Pestisida Pertanian 

e. Penyakit Udang 

3. Pasca Panen 

a. Diabaikannya Rantai Dingin 

b. Pemakaian Besek Dan Blung 

c. Panjangnya Rantai Pemasaran 
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4. Sumberdaya Manusia ( SDM ) 

a. Jumlah Tenaga Teknis ( Penyuluh ) Perikanan Kurang 

b. Lemahnya SDM Pembudidaya Ikan 

5. Permodalan 

6. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan 

a. Ikan Dijual Utuh (Whole) 

b. Unit Pengolahan Ikan ( UPI / Cold Storage ) 

7.  Perairan Umum 

a. Banjir 

b. Potensi Budidaya Di Perairan Umum 

c. Tidak Ada Waduk Atau Rawa 

8. Sarana Dan Prasarana Umum 

a. Jalan Poros Rusak Parah 

b. Air Bersih 

c. Tidak Ada SMK Perikanan 

Lokasi Kegiatan Minapolitan di Kecamatan Glagah  

Kabupaten Lamongan  
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 Pengadaan Sarana dan Prasarana PPM (Pusat Pengelolaan Minapolitan) 

Sarana dan prasarana penunjangnya meliputi infrastruktur lokasi sawah 

tambak, gudang, kantor, gedung pengolahan hasil, lahan parkir, dan warung, 

serta fasilitas ruangan untuk pendidikan dan pelatihan pembudidaya udang 

vannamei. Pemilihan lokasi PPM merupakan hasil dari pendekatan partisipatif 

berbagai pihak serta survei lokasi langsung yang digunakan untuk menentukan 

skor kelayakan wilayah yang digunakan untuk lokasi PPM. Berikut rencana 

lokasi PPM di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang mempunyai 

kelayakan berdasarkan lokasi kegiatan minapolitan (sawah tambak) yaitu di 

Desa Soko Kecamatan Galagah Kabupaten Lamongan. 

 

7.7.2. Kawasan Permukiman Perkotaan 

Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang dominasi kegiatannya 

difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi 

pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Kawasan permukiman 

perkotaan di Kabupaten Lamongan merupakan bagian dari kawasan perkotaan 

dengan perkembangan dan kondisi yang sangat beragam. Luas kawasan permukiman 

perkotaan di Kabupaten Lamongan adalah 4.273,55 Ha atau 2,6 % dari luas wilayah 

kabupaten. 

Terkait dengan permukiman perkotaan di Kabupaten Lamongan ini, rencana 

penataan dan pengembangannya sebagai berikut : 

1. Seiring dengan pengembangan Perkotaan Lamongan sebagai ibukota 

Kabupaten Lamongan, maka permukiman di perkotaan Lamongan ini akan 

meningkat pesat, sehingga perlu peningkatan kualitas permukiman melalui 

penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat, 

penyediaan perumahan baru, dan penyediaan Kasiba-Lisiba Mandiri. Pada 

setiap kawasan permukiman disediakan berbagai fasilitas yang memadai 

sehingga menjadi permukiman yang layak dan nyaman untuk dihuni; 

2. Pengembangan perkotaan Paciran – Brondong sebagai kawasan strategis 

kabupaten dengan kegiatan utama sebagai kegiatan perekonomian skala 

regional, yaitu industri, transportasi, dan pariwisata. Pengembangan 
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perkotaan lain yang prioritas pengembangan adalah kawasan perkotaan 

Babat, Sukodadi, Ngimbang, Pucuk, dan Turi. 

3. Permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan 

pengembangannya adalah untuk perumahan dan fasilitas pelengkapnya 

sehingga menjadi permukiman yang nyaman dan layak huni; 

4. Pada permukiman perkotaan yang padat dilakukan peningkatan kualitas 

lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan 

jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana 

lingkungan, pembangunan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan pelayanan 

air bersih; 

5. Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan 

penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan jaringan 

drainase dan pematusan, pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan 

sistem sanitasi yang baik. Kawasan opermukiman baru harus menghindari 

pola enclove; serta 

Pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno, 

bangunan tersebut harus dilestarikan dan dipelihara; Selanjutnya bangunan dapat 

dialih fungsikan asalkan tidak merusak bentuk dan kondisi bangunannya. 

Sebagian besar perumahan di Kabupaten Lamongan dibangun sendiri oleh 

masyarakat (individu). Adapun untuk perumahan dengan skala massal hanya ada di 

Lamongan dan Paciran.   

Berdasarkan aspek penataan dan perwajahan  bangunan, di sepanjang jalan-

jalan utama pada kawasan-kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Lamongan 

didominasi oleh deretan bangunan dengan tipe moderen, sedangkan pada kawasan 

perdesaan yang ada di Kabupaten Lamongan umumnya didominasi oleh bangunan-

bangunan dengan tipe rumah kampung.   

Type Rumah modern 
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Type Rumah kampung 

 

 

 

 

 

 

 

TypeRumah kampung di perkotaan 

 

 

 

 

 

 

 

Di beberapa kawasan tertentu, seperti di daerah sepanjang Jalan Raya Babat – 

Bojonegoro (Kecamatan Babat) karakter bangunan didominasi oleh tipe bangunan 

kolonial  dan di daerah sekitar Blimbing (Kecamatan Paciran) karakter bangunan 

yang tampak,  terbentuk oleh perletakan bangunan yang rapat dengan jalan, tanpa 

garis sempadan dan tipe bangunan mayoritas adalah bangunan modern.  

Type Rumah kampung di perkotaan 
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Rumah di daerah kumuh 

 

 

 

 

 

 

 

Permukiman perdesaan baik yang memiliki bentuk kompak ataupun 

menyebar umumnya memiliki pusat pengembangan masing-masing yang sangat 

potensial mendorong perkembangan kawasan perdesaan yang ada, serta terdapat 

banyak perdesaan yang mampu mendorong perkembangan perdesaan dalam skala 

yang lebih luas. 

Tumbuhnya kawasan permukiman perkotaan baru yang mempunyai indikasi 

perkembangan pesat karena adanya potensi alami maupun potensi ekternal (akses). 

Sehingga semula kawasan tersebut mempunyai fungsi sebagai kawasan permukiman 

perdesaan cenderung beralih fungsi menjadi kawasan permukiman perkotaan. 

Kawasan tersebut antara lain meliputi desa-desa di Kecamatan Pucuk dan Kecamatan 

Sukodadi yang terletak antara Kota Lamongan dan Kecamatan Babat (serta 

kecamatan lainnya). 

 

7.8. ARAHAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI 
KAWASAN STRATEGIS   (RTBL KSK) 

 

7.9.  INTEGRASI STRATEGI PEMBANGUNAN DAN SEKTOR 


